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ABSTRAK

Izmatur Rizqy Nur Busyairoh, 2025, Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam
Putusan Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (
Studi Kasus 5 Putusan Pengadilan Agama Di Indonesia)

Kata Kunci: Kedudukan, Saksi Non Muslim, Pengadilan Agama

Dalam proses penegakan hukum di Peradilan Agama menggunakan asas
personalitas keislaman. personalitas keislaman ini artinya yang berpakara di
peradilan Agama diperuntukkan hanya untuk orang Islam jika selain Islam maka
kewenangan itu ada pada Peradilan Negeri, dan dalam perkara perdata (Perdata
Islam) khususnya di Pengadilan Agama untuk memutus perkara maka
diperlukannya pembuktian, pembuktian ini suatu hal yang teramat penting di
muka Peradilan Agama karena Pengadilan di dalam menegakkan hukum dan
keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian juga. Kemudian yang menjadi
problem yakni ketika saksi yang menjadi saksi dalam pembuktian adalah non-
muslim, maka ini menjadi suatu hal yang melanggar asas personalitas keislaman
dan ada perbedaan hukum yang perlu diselesaikan, bahwa di Pengadilan Agama
seharusnya saksi orang Islam. Seperti di dalam 5 ('lima ) putusan yang diambil
dalam penelitian: ini, orang bersaksi di dalam  persidangan yakni orang yang
beragama hindu, Kristen, Katolik. selanjutnya kududukan para saksi ini beragam
sebagai keluarga dekat, teman kerja maupun tetangga para tergugat yang perlu
dikaji keabhsannnya.

Penelitian Ini Memiliki Fokus Kajian Meliputi 1). Bagaimana Kedudukan
Saksi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Positif? 2) Bagaimana Kududukan
Saksi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam?. 3)Bagaimana Kedudukan
Saksi Non Muslim Dalam 5 Putusan Di Pengadilan Agama

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (yuridis
normatif), Pendekatan Teori, pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan
kasus pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah pada teori saksi dalam
Islam dan hukum postif, peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan
kasus dengan menelaah perkara atau putusan Pengadilan Agama yang berkaitan
dengan saksi non muslim pada peradilan Agama.

Hasil penelitian ini antara lain : 1)Dalam Hukum Acara Perdata tidak
mengatur saksi pada latar belakang agama sehingga tidak ada larangan saksi untuk
beda agama. 2) Dalam Hukum Islam tentang adanya aksi non muslim dalam
perkara perceraian ada ikhtilaf diantara ulama’ yakni ada yang tegas melarang
seperti Imam syafii, yang menerima seperti Imam Hanbali, Imam Malik Ibnu
Qayyim, Ibn Taimiyah, dengan alasan mendesak. 3) Semua putusan ini menerima
saksi non muslim sesuai dengan hukum positif, majelis hakim tidak
mencantumkan secara hukum islam atas diterimanya saksi non muslim
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ABSTRACT

Izmatur Rizqy Nur Busyairoh. 2025. The Legal Standing of Non-Muslim Witnesses in
Religious Court Decisions from the Perspective of Positive Law and Islamic Law
(A Case Study of Five Religious Court Decisions in Indonesia)

Keywords: Legal Standing, Non-Muslim Witness, Religious Court

The legal proceedings within Indonesia's Religious Courts are based on the
principle of Islamic personality, meaning that only Muslims may bring cases before the
Religious Court. For non-Muslims, jurisdiction lies with the District Court. In civil
matters—particularly Islamic civil cases—evidence is crucial in reaching a verdict. Proof
and testimony are indispensable elements in upholding justice and legal certainty within
Religious Courts.

The legal dilemma arises when a non-Muslim individual is presented as a witness
in such proceedings. This situation challenges the principle of Islamic personality and
raises conflicting interpretations between Islamic ~and positive: law.. According to
conventional understanding, witnesses in the Religious Court should be Muslims. In the
five cases analyzed in this study, however, non-Muslim individuals—including Hindu,
Christian, and Catholic witnesses—provided testimony. These witnesses held varying
relationships with the litigants, such as close relatives, colleagues, and neighbors,
prompting questions about the legal validity of their testimonies.

This study focused on three main questions: 1)) How is the legal standing of non-
Muslim witnesses viewed from the perspective of Indonesian positive law? 2)How is the
legal standing of non-Muslim witnesses assessed from the perspective of Islamic law? 3)
What is the legal status and validity of non-Muslim witnesses in the five Religious Court
decisions analyzed

This research employed a normative legal approach (juridical-normative),
incorporating theoretical, statutory, and case-based analyses. The study explored Islamic
and positive legal theories concerning witnesses, relevant statutory regulations, and
judicial decisions involving non-Muslim witnesses in Religious Court proceedings.

The findings of this study reveal that: 1) All five court decisions accepted non-
Muslim witness testimony in accordance with positive law, while the panel of judges did
not cite Islamic legal reasoning in justifying this acceptance. 2) The Indonesian Civil
Procedural Code does not restrict witnesses based on religious background, thus allowing
interfaith testimony. 3) In Islamic jurisprudence, the permissibility of non-Muslim
witnesses in divorce cases is subject to scholarly disagreement (ikhtilaf). Imam al-Shafi’i
strictly prohibits such testimony, while other scholars—including Imam Hanbali, Imam
Malik, Ibn Qayyim, and Ibn Taymiyyah—allow it under specific conditions.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Didalam kehidupan masyarakat yang mengikuti arus globalisasi
menjadi kompleks entah itu didalam bidang komunikasi, pemukiman maupun
juga hukum. Keadaan seperti ini pasti akan terjadi berbagai masalah yang pada
akhirnya harus diselesaikan oleh Pengadilan langsung sebagai penyelenggara
peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana hukum yang sudah
tumbuh dan berkembang dengan keadaan masyarakat setempat. Dari situlahh
akan muncul aturan-aturan ajaran Islam (hukum Islam) melalui terbentuknya
lembaga yang memiliki payung hukum yakni terbentuknya Peradilan Agama.

Peradilan Agama mempunyai dasar yang begitu kuat baik secara
yuridis, historis dan filosofis, sosiologis. Secara yuridis yakni bagian dari
pihak—pihak yang la ngsung terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan Negara
seperti Presiden, DPR, MPR, MK atau disebut dengan Suprastruktur. Secara
historis, merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang sudah ada
sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Secara filosofis yakni diciptakan dan
diamajukan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sistem hukum dan keadilan
dalam kehidupan bersama masyarakat, yang mencerminkan keyakinan pada
tuan dalam mengaur kehidupan di Indonesia. Secara sosiologis atas dukungan
dan juga usaha masyarakat akhirnya lahir yang merupakan bagian dari

kebudayaan Islam di dalam kehidupan masyrakat Indonesia.'

! Cik Hasan Bisri, Peradikan Agama Dan Alokasi Kekuasaan Diindonesia, Jurnal Dua Bulanan
Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam No. 34 Tahun 1997, (Jakarta : Al-Hikmah Dan
Dirbinbapera Islam, 66.



Peradilan di Indonesia ini kedudukan Pengadilan Agama semakin
kokoh terutama yakni setelah diberlakukannya Undang-undang No.4 Tahun
2004 perubahan atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 Jo Undang-undang
No. 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
Dibulan Januari 1989 Pemerintah menyampaikan RUU Peradilan Agama
setelah tanggal 29 Desember 1989 RUU PA kahirnya disahkan menjadi
Undang-undang Peradilan Agama dengan undang-undnag No. 3 Tahun 2006
perubahan atas undang-undang NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Apabila membicarakan Peradilan Agama pada hakikatnya yakni
mengenai_masalah penegakan hukum- Islam di Indonesia, di dalam Pasal 2
Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa
Peradilan Agama ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu
sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang ini. Penjelasan ini jelas
bahwa peradilan yang dimaksud hanya khusus diperuntukkan bagi umat Islam
saja pastinya. Sedangkan bagi orang-orang yang Bergama selain beragama
Islam yakni seperti Kristen, Hindu dan lainnya yang tidak disebutkan di
dalamnya, bahwasannya menunjukkan pula bagi umat beragama Islam yang
berperkara bisa menyelesaikan melalui peradilan yang hakimnya beraga Islam
juga diselesaikan menurut ajaran Islam, meskipun tidak semua perkara

merupakan wewenang Peradilan Agama.’

* Gatot Supramono, Hukum Pembuktian Dipengadilan Agama, (Bandung Ctk Pertama), 1993, 6.



Hukum Islam ini mempunyai kedudukan yang penting di dalam
membentuk juga membina ketertiban bersosial umat beragama Islam dan juga
mempengahruhi segala sesuatu kehidupannya, adanya tranformasi norma-
norma hukum Islam ke dalam hukum nasional merupakan jalan terbaik yang
bisa ditempuh. Sepanjang hukum Islam ini sesuai dan sejalan dengan Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945 relevan engan kebutuhan khusus umat Muslim
dengan kata lain bahwa, dalam pembangunan hukum Islam, hukum nasional,
disamping itu hkum lain juga menjadi sumber salah satu untuk bahan baku
pembentukan hukum nasional juga berperan dalam pembinaan hukum nasional
dan bagian dari hukum nasional yang ditunjuk oleh peraturan perundang-
undangan seperti : hukum kewarisan, hukum perkawinan, hukum zakat dan
hukum wakaf dan sebagiannya.’

Dalam perkara perdata diperlukannya pembuktian, pembuktian ini
suatu hal yang teramat penting dimuka Peradilan Agama karena Pengadilan di
dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian
juga. Di dalam pembuktian ini memepunyai peran penting dalam pemeriksaan
perkara oleh hakim di dalam persidangan di Pengadilan sebab berperan untuk
meyakinkannya hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan
oleh para pihak beserta alat bukti yang sudah tertera di Undang-undang.

Adapun salah satu bukti yang ada di dalam peradilan yakni mengenai
keterangan saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau

penjelasan dimuka persidangan dengan harus memenuhi syarat tertentu,

3 H Mohammad Daud Ali... 272.



tentang suatu peristiwa atau suatu keadaan yang dilihatnya secara langsung,
yang didengar, yang saksi alami sendiri, ini sebagai bukti terjadinya peristiwa
atau keadaan tersebut. Islam memberikan syarat saksi sebagai berikut:

1. Beragama Islam

2. Adil

(98]

Baligh yakni dapat membedakan antara suatu yang benar dan suatu yang

salah serta buruk dan baiknya.

4. Berakal yakni bisa berpikir memberikan keteranngan dalam keadaan sadar
bukan dalam kedaan gila dan mabuuk

5. Dapat berbicara, apabila saksiini bisu setidaknya saksi ada yang membantu
menuliskan kesaksiannya ini.

6. Ingat dengan baik terhadap apa yang sudah pernah disaksikannya dan juga
masih bisa menjelaskan apabila dimintai keterangan lagi.

7. Saksi ini tidak sedang dalam berperkara atau tidak terlibat kasus hukum
ataupun kasus etiik.’

Di dalam Al-qur’an QS.Al-baqarah ayat 282 yang berkaitan mengenai

kesaksian dan juga pembuktian dijelaskan:

“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki
(diantaramu). Jika tidak ada dua orang lakilaki, maka (boleh) seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika
seorang lupa maka seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu

enggan (memberi keterangab apabila mereka dipanggil”

* Ibnu Elmi, Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam,( Malang :
Setara Press 2015), 15.



Masih dipakainya sumber hukum acara perdata khususnya menyangkut
alat bukti saksi dalam peradilan agama, dapat memungkinkan saksi dari non
muslim di dalam memberikan pembuktian di peradilan Agama. Hal ini
sebagaimana disebutkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa hukum hukum acara
yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku
di Pengadilan umum. Sedangkan dalam hukum acara perdata tidak menentukan
saksi dari latar belakang agama, akan tetapi dalam hukum acara perdata bahwa
kesaksian adalah kepastian yang di berikan hakim di persidangan tentang
peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisaan dan
pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang di panggil
dalam persidangan.

Mengacu pada ketentuan Undang-undang Peradilan Agama No. 7
tahun 1989 bahwa Asas Personalitas Keislaman adalah pola pengaturan
kewengan Pengadilan Agama yang tidak bisa ditundukkan oleh lembaga lain
diluar Pengadilan Agama. Kewenangan yang berlaku bagi orang yang
berkompetensi pada perkaranya. Dengan demikian Asas Personalitas
Keislaman merupakan kekuasaan mutlak Pengadilan yang berhubungan
dengan jenis perkara tertentu dan khusus, yang melalui kekuasaan memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu, yaitu golongan orang yang

beragama Islam.



Asas Personalitas Keislaman dimaksudkan adalah hanya untuk
melayani penyelesaian perkara dibidang tertentu, dengan kata lain keislaman
seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan di lingkungan
Peradilan Agama. Dan indikator untuk menentukan kewenangan Pengadilan
Agama terhadap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat
yaitu, agama yang dianut kedua belah pihak ketika terjadinya hukum dan
hubungan ikatan mereka berdasarkan hukum Islam.’

Disini ada perbedaan hukum, dan melanggar asas keislaman di
dalamnya, jika kita melihat dari permasalhan diatas terjadi permasalah yang
harus diselesaikan perihal antara asas keislaman yang berlaku di Pengadilan
dan 'hukum positif yang berlaku,di dalam asas personalitas  keislaman
menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama seharusnya hanya orang Islam yang
berperkara, tetapi yang terjadi sekarang selain non muslim menjadi saksi atas
perkara umat Islam dan itu sangat melanggar asas personalita keislaman.

Kasus yang ada seperti putusan perceraian yang diperiksa oleh
Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengajukan saksi Putusan seorang
Non muslim yang sudah menjadi rekan kerja penggugat dan mengetahui
keadaan rumah penggugat dan tergugat dalam Putusan perceraiannya ini.

Didalam putusan Pengadilan Agama Tabanan
No:12/Pdt.G/2013.PA.Tbanan. memeriksa dan mengadili putusan pada Tingkat
pertama menjatuhkan putusan cerai talak yang dijatuhkan oleh bapak xxx usia

34 thn. Selanjutnya Tergugat ibu xxx 43 thn. Bahwa terjadinya perselisihan

° Irfan Ferdianto, Penerapan Asas Personalitas Keislama Dalam Perkara Permohonan
Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama, 1.



dan istrinya Kembali ke Agama Hindu. Penggugat mengajukan 2 orang saksi
dima na saksi I beragama Hindu yang merupakan ayah dari tergugat,
seanjutnya saksi ke II beragama hindu yang merupakan ibu tergugat.

Didalam putusan No:1190/pdt.G/2015/PA.JS. memeriksa dan
mengadili putusan Tingkat pertama yang menjatuhkan cerai gugat. Penggugat
ibu xxx yang beragama Islam melawan tergugat bapak xxx beragama Islam.
Bahwa terjadi perselisihan kare tergugat tidak bertanggung jawab serta
menjaminkan kepada bank yang di spanyol. Penggugat mengajukan 2 orang
saksi bahwasannya, Saksi I umur 44 tahun agama Kristen yang sebagai adik
kandung penggugat. dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan
dibawah sumpah secara agama Kristen Protestan.

Didalam putusan Pengadilan Agama Denpasar No:
137/Pdt.G/2019.PA.Dps. memeriksa dan mengadili putusan Tingkat pertama
yang menjatuhkan cerai gugat, oleh penggugat ibu xxx beragama islam umur
25 thn kepada bapak xxx beragama umur 31 thn. Bahwa terjadinya
perselisahan, tergugat sering berhutang dan tidak bertanggung jawab.
Penggugat mengajukan 2 orang saksi bahwasannya, saksi II umur 45 beragama
Katolik sebagai tetangga dekat.

Didalam putusan Pengadilan Agama Samarinda
No0:904/Pdt.G/2013.PA.Smd. memeriksa dan mengadilinya putusan Tingkat
pertama yang menjatuhkan cerai talak, oleh penggugat bapak xxx beragama
islam umur 49 kepada tergugat beragama islam umur 44 tahun. Terjadi
perselihan dan penggugat Kembali ke agamanya Kristen. Penggugat

mengajukan saksi ke II beragama Kristen yang sebagai tetangga dekat.



Didalam putusan Pengadilan Agama Denpasar No:
261/Pdt.G/2019/PA.Dps. memeriksa dan mengadili putusan Tingkat pertama
yang menjatuhkkan cerai talak oleh penggugat xxxx beragama Islam, dan
penggugat xxxx umur 32 bergama Islam. Terjadi perselisihan karena selingkuh
dan tidak merasa cukup dengan nafkah. Penggugat mengajukan saksi ke II
umur 48 tahun beragama Katolik. yang merupakan teman kerja dari tergugat
ini.

Dari kelima (5) putusan yang ada di seluruh Pengadilan Agama ada
salah satu saksi yang non muslim dan ada juga semua saksinya malah non
muslim semuanya. Ada juga beberapa kasus yang diteliti Ini namun tetap tidak
ada perubahan pada hukumnya maka ini perlu diteiliti dan urgen agar
memberikan kepastian hukum.

Sebagai seorang hakim memiliki kewenangan khusus untuk menerima
seorang saksi untuk dijadikannya alat buti yang dianggap sah dan dapat
diterima keteranggany, yang pastinya berpegang kepada Undang-undang yang
sudah berlaku, apalagi didalam, lingkup Peradilan Agama yang tidak semuanya
berpegang kepada Al-quran, hadis juga kitab-kitab fiqih untuk landasan hukum
sebagai mengambil keputusannya. Dari permasalahan diatas dapat penulis
tertarik untuk membahas penelitian ini sehingga hal ini menjadi sesuatu yang
hal yang mendesak yang menjadi kewajiban seorang akademisi untuk
bertanggungjawab memberikan Solusi dengan meneliti problem tersebut yakni
maka penuls berusaha meneliti penyelesaian Kedudukan Saksi Non Muslim
Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Didalam Pendadilan

Agama.



B. Fokus Kajian

Perumusan masalah merupakan suatu masalah pokok yang menjadi

pusat perhatian dalam penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan latar

belakang masalah, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagaimana

berikut:

1.

Bagaimana Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum
Positif ?
Bagaimana Kududukan Saksi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum
Islam?
Bagaimana Kedudukan dan. Keabsahan Saksi. Non Muslim Dalam 5

Putusan Di Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam

penelitian, maka peneliti sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan yang

hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud

adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum
Positif
Bagaimana Kududukan Saksi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum
Islam?
Untuk Mendeskripsikan Dan Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam 5

Putusan Di Pengadilan Agama?



10

D. Manfaat Penelitian
Penelitian dengan judul, “Penyelesaian Kedudukan Saksi Non Muslim
Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Prespektif Hukum Positif Dan
Hukum Islam (Studi Kasus 5 Putusan Pengadilan Agama Di Indonesia)”. ini
merupakan wujud keingintahuan penulis tentang bagaimana perempuan dapat
bertahan hidup pasca perceraian.
Adapun manfaat yang diharapkan bisa dipetik dari penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan dan kontribusi
keilmuan serta dapat menambah bahan bagi perkembangan pengetahuan,
serta dapat dijadikan referensi dibidang ketenagakerjaan.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan
sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada
umumnya untuk mengetahui mengenai Kedudukan Saksi Non Muslim
Dalam Putusan Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum
Islam (Studi Kasus 5 Putusan Pengadilan Agama Indonesia). Dan juga
menjadi pengalaman dan wawasan bagi peneliti mengenai kasus tersebut.
a. Pertama Bagi Penulis
Hasil Penelitian dapat diharapkan menjadi peneliti ilmiah yang dapat
dijadikan laporan serta tugas akhir strata 2 (dua) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga serta menjadi referensi dan memberikan

pengetahuan yang lebih dibidang kedudukan saksi non muslim di
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Pengadilan Agama Indonesia dan memberikan pengalaman dalam hal
penelitian kepustakaan.
b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap
masyarakat terkait dengan penyelesaian kedudukan saksi non muslim di
Pengadilan Agama.
c. Bagi Almamater Pasca Sarjana UIN KHAS Jember
Penelitian ini untuk menambah perbendaharaan perpustakaan dan
sebagai bahan perbandingan dan acuan bagi mahasiswa lain dalam
penelitian selanjutnya.
d. Bagi Pemerintah
Sebagai acuan untuk lebih menjelaskan kedudukan saksi non
muslim ini di dalam Pengadilan Agama.
E. Definisi Istilah
Dengan adanya definisi istilah ini dimaksudkan agar penelitian ini
menghindari terjadinya penafsiran lain atau kesalah pahaman terhadap istilah-
istilah yang dimaksud, maka sangat penting adanya penjelasan mengenai
definisi istilah beserta batasan-batasannya.
Adapun definisi dan batasan istilah yang berkorelasi dengan judul
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Saksi non muslim
Kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh

saksi Artinya adanya suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang yang
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disebut sebagai saksi karena ia mengetahui kejadian suatu peristiwa yang
terkait dengan kesaksiannya. Dalam definisi yang lain kesaksian adalah
kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu
peristiwa yang diputusankan dengan jalan memberitahukan secara lisan dan
secara pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam berputusan
serta ia juga dipanggil dalam persidangan.’

Dengan demikian saksi adalah 1) orang yang melihat atau
mengetahui sendiri suatu peristiwa/kejadian 2) orang yang dimintai hadir
paada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut,3) orang
yang memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan pendakwa
atau terdakwa 4) keterangan bukti pernyataan yang diberikan oleh orang
yang melihat/mengetahui 5) bukti kebenaran.”

Ungkapan Non-muslim in1i  dapat dipahami sebagai
penggabungan dua kata yakni non dan muslim, kata “non” merupakan
morfen terikat yang di tempatkan padal awal kata dan yang mengandung
makna tidak atau bukan, sedangkan dari kata muslim mngandung kata
penganut agama Islam. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa non
muslim yakni orang yang bukan beragama Islam yang menjadi sakdi
Pengadilam Agama.

Kesaksian non muslim ini kaitannya dengan hukum pembuktian
adanya unsur saksi sebagai alat pembuktian, adapun dengan non muslim

sebagai pembeda pemeluk agama Islam, jadi dapat dikatakan kesaksian non

% Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 166.
7 Girjil Glase, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 202.
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muslim ini merupakan persaksian yang berasal dari orang agamanya selain
agama Islam. Jika kesaksian non muslim ini dijadikan sebagai alat bukti
dalam Putusan yang melibatkan orang Islam sebagai pihak berPutusan maka
dapat dikatakan bahwa kesaksian non muslimi memiliki nilai yang sama
seperti persaksian orang Islam atas orang Islam.”®
2. Hukum Positif

Hukum positif adalah sekumpulan asas dan kaidah hukum tertulis
dan tidak tertulis yang sudah ada pada saat ini dan juga sudah berlaku,
sifatnya mengikat secara umum ataupun khusus, ditegakkann oleh
pemerintahaan ataupun Pengadilan di Indonesia. Penjelasan hukum
memberikan pengertian bahwasannya hukum positifterdiri dari hukum yang
tertulis artinya hukum yang dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas
untuk membentuk hukum dan hukum ini terbentuk dalam porses kehidupan
masyatarakat tanpaa memlalui penetapan lembaga atau organ yang memiliki
otoritas membentuk hukum.’

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah system kaidah-kaidahnya yang didasarkan pada
wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang
sudah dibebankan kewajiban, baik hukum yang berhubungan dengan
kepercayaan (aqidah) ataupun hukum-hukum yang berhubungan dengan

amaliiyah (perbuatan) yang diilakukan oleh umat muslim semuanya.

¥ Najahi Majidi, Status Persaksian Non Muslim Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan
Hukum Perdata, (Skripsi lain Jember 2021), 59.

? Slamet Suhartono, Hukum Positif Problematika Penerapan Dan Solusi Teoriiknya, (Jurnal Ilmu
Hukum Volume 15 NO. 2 Agustus 2019), 202.
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Sumber hukum Islam ini berpegang kepada Al-qur’an, Al-hadist, [jma dan
Qiyas."
F. Metodologi Penelitian
1. Jenis dan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang diiginakan dalam
mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar
ukuran yang telah ditentukan.

Jenis Penelitian Dalam tulisan ini menggunakan hukum normatif
adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika kailmuan dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang
ajeg dalam penelitian hukum normative dibangun berdasarkan disiplin
ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. ''

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normative atau penelitian
kepustakaan hukum pendekatan dalam suatu penelitian dengan
menggunakan undang-undang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan jenis yuridis normative pada hakikatnya
menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar
peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-
isu yang akan dicari jawabannya, adapun pendekatan dalam penelitian ini

yaitu:

' Eva Iryani, Hukum Islam, (Jurnal Ilmiah Universitas Batangkari Jambi Volume 17 No. 2 Tahun
2017), 24.
' Jhonny Ibrahim,” Teori Dan Metodologii Penelitian Hukum Normatif”, (Malang: Banyu Media,
2013), 57.
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a. Pendekatannya adalah  menggunakan pendekatan konseptual
(Conceptual Approach) pendekatan konseptual dilakukan manakala
peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan
karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang
dihadapi. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan
dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Pemahaman akan pandangan-pandangan dan dokrin-doktrin tersebut
merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun  suatu
argumentasi hukum dalam memecahkan isu. "2

b. Pendakatan undang-undang (Statute approach) atau pendekatan yuridis
yaitu penelitian terhadap = produk-produk © hukum. Pendekatan
perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan
diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka
kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan
kesuaian. "

c. Pendekatan kasus (casual approach) pendekatan ini dilakukan dengan
cara menelaah peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan

kasus dengan menelaah perkara-perkara yang berkaitan dengan saksi

non muslim.

"2 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum, Edisi Revisi”, (Surabaya: Prenadamia Grup), 136.
1 Peter Mahmaud Marzuki, “Penelitian Hukum”, 93.
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3. Sumber Bahan Hukum
Sebagaimana dikemukakan bahwa penelitian hukum tidak
mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus
memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan
sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat
dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan
hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. **
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas
peraturan - Perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki
Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang (UU)."*: Bahan hukum
primer yang digunakan untuk meneliti beschikking/decree itu adalah
peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan terjadinya
keputusan tersebut.
Bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah kitab figih
Islam wa adillatuhu penulis Prof. Dr. Wahbah Az-zuhaili. Kitab A4/
Umm, Imam Syafi’i, Buku Penerapan Hukum Acara Perdata Di
Lingkungan Peradilan Agama Dan Undang-undang yang terkait dengan
saksi dan peradilan Agama yakni :
Undang-undang No.01 tahun 1974 Jo. Undang-undang No.16
tahun 2019 Tentang Perkawinan Undang-undang No.07 tahun 1989 Jo.

Undang-undang No.03 tahun 2006 Jo. Undang-undang No.50 tahun

' Peter Mahmaud Marzuki, “Penelitian Hukum <, 181.
' Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi”, 296.
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2009 Tentang Peradilan Agama. Undang-undang No. 48 tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kitab Undang-undang Hukum
Perdata. Inpres No. 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
HIR (Herzien Inlandsch Reglement). RGB (Rechtreglement voor de
Buitengewesten)

. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang member
keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak
langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan pihak lain.
Yang terdiri atas buku-buku teks (fext books) yang ditulis para ahli
hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana,
kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir
yang berkaitan dengan topic penelitian.

. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti
kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian yang
bersifat prespektif adalah suatu yang penting karena digunakan untuk
memperoleh bahan hukum secara lengkap dan relevan. Berdasarkan
jenis penelitian yang merupakan penelitian normative maka untuk
memperoleh bahan hukum yang mendukung dalam penulisan ini, maka

penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan
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yaitu bahan pustaka baik dari media cetak maupun -elektronik,
perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-
literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari
data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data
penunjang di dalam penelitian ini.'®
4. Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library research
adalah teknik documenter, yaitu dari telaah arsip atau studi pustaka seperti,
buku-buku, makalah, artikel majalah, jurnal, Koran atau karya para pakar.
Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan
bahan hukum yang menunjang teknik documenter dalam penelitian ini
serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung jika itu
diperlukan.
5. Analisis Bahan Hukum
Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi
kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel yang dimaksud
penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam
penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah
dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara
deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat

umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi."’

' Thonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi”, 393.
' Thonny Ibrahim,” Teori dan Metodologi”, 393.
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G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman tesis ini,
penyusun mencoba menyusun data secra terarah dan sistematis. maka
pembahasan tesis ini disajikan dalam lima bab, yakni sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan arah dan
tujuan yang akan mencapai dalam penulisan teesis ini. Bab ini memuat latar
belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan
untuk memberikan gambaran secara umum kepada pembahasan mengenai arah
penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini dipaparkan kajian pustaka atau penelitian-
penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini ataupun
mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti
sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat atau membahas
tentang penyelesaian Kedudukan Saksi Non Muslim Di Pengadilan Agama
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus 5 Putusan
Pengadilan Agama Di Indonesia).

Bab ketiga, pada bab ini akan menjelaskan dan menganalisa tentang
Kedudukan Dan Keabsahan Saksi Non Muslim Dalam Prespektif Hukum
Positif Dan Hukum Islam

Bab keempat, pada bab ini memuat dan menjelaskan Kedudukan Dan
Keabsahan Saksi Non Muslim Dalam 5 Putusan Di Pengadilan Agama

Indonesia.
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Bab kelima, bab terkahir yang memaparkan tentang kesimpulan dari
penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan
penutup. Bab ini diharapkan memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian
berupa kesimpulan penelitian yang dapat membantu memberikan saran-saran

konstruktif yang terkait dengan penelitian.



BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setiap karya dapat dipastikan mempunyai kajian terdahulu, hal ini
menjadi sebuah prosedural studies dalam dunia akademis. Tidak ada sebuah
karya yang terputus dari usaha karya para pendahulunya. Dalam hal ini,
kaderisasi keilmuan yang berbasis ilmiah akan selalu ada dan selalu
berkesinambungan. Berikut penelusuran peneliti terkait kajian terdahulu yang

berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini
1. Nurhadi Abdillah, Jurnal Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara

Umat Islam Dalam Perspektif Hukum Islam'®

Kesaksian non muslim terhadap orang yang beragama Islam
menurut hukum Islam tidaklah diterima karena orang non muslim
bukanlah orang yang adil yang bisa diterima kesaksiannya, dengan
merujuk kepada surah Al-Bagarah (2) ayat 282, yang menjelaskan bahwa
orang yang bukan Islam bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari
orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin. Allah Swt. mensifatkan
mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang
demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka
berarti memaksa untuk berhukum dengan kesaksian yang dusta dan fasiq,

sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir

'8 Nurhadi Abdillah, Jurnal Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Umat Islam Dalam
Perspektif Hukum Islam, Jurnal Islamic Circle Vol. 3 No. 2 Desember 2022
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dan tidak berhak menjadi saksi sesama mereka. Kalau kesaksian mereka
diterima berarti sama saja mereka memuliakan mereka dan mengangkat
derajatnya, sedangkan agama Islam melarangnya.

Pada penelitian ini dan penulis sama halnya mempersoalkan
mengenai kedudukan keabsahan saksi non muslim dalam Islam.
Sedangkan ketidaksamaannya terletak pada penelitian ini meninjau
kedudukan saksi non muslim dengan pertimbangan hakim, sedangkan
yang penulis teliti ini akan mempersoalkan penyelesaian saksi non muslim
yang terjadi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dikaji dalam
hukum positif atau hukumacara perdata dan hukum Islam yang juga
melampirkan. lima putusan yang ada saksi non muslim di beberapa
Pengadilan Agama di Indonesia.

2. Amad Nabil Atoilah, Kesaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian
Menurut Pendapat Hakim Di Pengadilan Agama Bandung '

Penelitian ini yang berbasis Jurnal membahas Masalah kesaksian
non muslim dalam perkara perceraian pendapat hakim mengenai kesaksian
non muslim agar kesaksiannya diterima dan dinyatakan sah sebagaimana
hukum Islam yang mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.
Yang memfokuskan pada putusan nomor 146/Pdt.G/2015/PA.Bdg
mengenai saksi non muslim yang dijadikan saksi. Hasil penelitian ini
menjelaskan bahwa hakim memberi pandangan hukum dari hasil

wawancara peneliti dengan hakim bahwa majelis hakim dalam perkara

% Ahmad Nabil Atoilah, Kesaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Menurut Pendapat
Hakim di Pengadilan Agama Bandung, Volume 16, Nomor 1, 2021, Institut Agama Islam
Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat.
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yang telah diputus cerai tersebut menerima saksi non muslim karena
mengikuti hukum acara Peradilan umum, Dimana diketahui bersama
bahwa hukum acara peradilan Islam yang mengatur saksi belum ada, dan
majelis hakim juga mengeahui bahwa saksi non muslim atas orang Islam
ada kalangan Ulama’ yang menerima dan ada juga yang menolak namun
karena demi keadilan hakim akhirnya menerima saksi non muslim dalam
putusan tersebut.*’

Pada penelitian ini dan penulis sama halnya mempersoalkan
mengenai saksi non muslim yang juga ada Putusan satu Pengadilan Agama
yakni di Bandung dan pertimbangan hakim' dalam putusan tersebut
dibahas melalui wawancara langsung dengan hakimnya bukan meneliti
putusan yang terlampir dalam pertimbangan putusan, Sedangkan
ketidaksamaannya terletak pada penelitian in1 meninjau kedudukan saksi
non muslim dengan pertimbangan hakim, sedangkan tesis ini akan
membahas penyelesaian saksi non muslim yang terjadi dalam perkara
perceraian di Pengadilan Agama dikaji dalam hukum positif atau hukum
acara perdata dan hukum Islam yang juga melampirkan lima putusan yang
ada saksi non muslim yang menganalisis Pertimbangan hakim secara

komprehensif.

20 Ahmad Nabil Atoilah, Kesaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Menurut Pendapat
Hakim Di Pengadilan Agama Bandung, Volume 16, Nomor 1, 2021, Institut Agama Islam
Darussalam (laid) Ciamis, Jawa Barat.
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3. Anto Mutriady Lubis, Jurnal Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam
Pandangan Pandangan Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti
Berperkara di Pengadilan Agama !

Penelitian jurnal ini memperssoalkan mengenai kekuatan
pembuktian seorang saksi non muslim di Pengadilan Agama harus secara
jelas aturan yang mengatur tentang kedudukan seorang saksi non muslim
dalam berperkara, karena hal ini menimbang adanya pembauran antara
masyarat muslim dengan penganut non muslim. Hasil penelitian ini adalah
mengenai adanya saksi non muslim dalam hukum acara perdata diatur
dalam HIR dan RBG, yang juga di dalam KUH Perdata, sedangakan
dalam hukum acara Peradilan Islam hukum acaranya mengikuti Hukum
acara pada Peradilan Umum sehingga karena pada Lex Spesialis tidak
melarang maka mengikuti Lex Generalis yakni mengikuti Pada hukum
acara Peradilan umum. dan Pada Peradilan Umum tidak membahas
tentang adanya latar belakang, sehingga tentang Islam atau tidaknya saksi,
dan juga tentang hukum Islam dalam kaca mata Hukum acara Peradilan
umum dikesampingkan.

Pada penelitian ini dan penulis sama halnya mempersoalkan sama
mengenai tentang saksi non muslim dalam Pandagan Hukum Acara
Pedata, sedangkan ketidakksamaannya yakni didalam tesis berfokus
mengenai penyelesaian kedudukan saksi dalam hukum positif dan hukum

Islam yang juga melampirkan lima putusan yang ada saksi non muslim

*! Anto Mutriady Lubis, Jurnal Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Pandangan
Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara di Pengadilan Agama, Doktrina: Journal of
Law ournal of Law, 1 (2) Oktober 2018
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yang menganalisis Pertimbangan hakim secara komprehensif dan juga
memberikan pandangan pada penyelesaian problematika saksi non muslim
yang teradi di Pengadilan Agama.

4. Atus Ludin dan Muhamad Dani Somantri, Kedudukan Saksi Non Muslim
Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam **

Penelitian ini berbasis jurnal di dalam tulisan ini bertujuan untuk
mengetahui kedudukan seorang saksi non muslum dalam perkawinan
menurut hukum Islam. Ulama sepakat bahwa seorang saksi harus
beragama Islam, berdasarkan surat An-Nisa’ ayat 141 bahwa tidak
dibolehkan saksi beragama non muslim. Dan tidak ada ulama’ yang
membenarkan atau memperbolehkan seorang saksi non muslim menjadi
saksi dalam perkawinan pada orang Islam, jika ada maka tidak sah atau
batal demi hukum perkawinannya. Selain itu bahwa saksi merupakan
syarat dalam perkawinan yakni saksi dua orang yang beragama Islam dan
Adil, sehingga karena jelas menjadi persyaratan maka harus terpenuhi
sesuai aturan hukumnya.

Pada penelitian ini dan penulis sama halnya mempersoalkan
mengenai saksi non muslim dalam perkara perkawinan dalam hukum
Islam, sedangkan perbedaannya tesis ini memfokuskan kepada
penyelesaian mengenai saksi non muslim dalam perkara perceraian dalam

hukum positif dan hukum Islam yang juga di dalamnya membahas tentang

22 Atus Ludin Dan Muhamad Dani Somantri, Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkawinan
Perspektif Hukum Islam, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 220 Vol. 4, No. 2, Desember
2019
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kasus yang terjadi di Pengadilan Agama dengan menganalisa Putusan
Pengadilan Agama.
5. Atus Ludin M, Jurnal Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkawinan

Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia®

Penelitian ini membahas mengenai seorang muslim menikahi
perempuan muallaf dengan status keluarga besar non muslim. Dalam
pernikahan muallaf mengajukan saksi non muslim. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui kedudukan seorang saksi perkawinan menurut
perundang-undangan. peraturan perundang-undang Indonesia menetapkan
bawa saksi nikah harus beragama Islam. Jadi apabila seorang non muslim
tidak diterima jika menjadi saksi nikah. Tidak bisa diterima dengan alasan
bahwa karena salah satu pengantin muallaf sehingga memakai saksi dari
keluarga yang baru masuk Islam tersebut. Karena masih banyak saksi yang
lain yang menjadi saksi terutama yang hadir, atau dari keluarga besar
pengantin lain yang beragama Islam, dan jika terjadi saksi non muslim
yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut maka jumhur ulama’ secara
hukum islam disimpulan perkawinannya tidak sah.

pada penelitian ini dan penulis sama halnya mempersoalkan
mengenai saksi nom muslim juga yang terjadi pada perkawinan orang
Islam, sedangkan perbedaannya tesis ini mengfokuskan mengenai
penyelesaian kedudukan saksi non muslim dalam perceraian dalam hukum

positif dan hukum Islam. juga melampirkan lima putusan yang ada saksi

2 Atus Ludin M, Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkawinan Menurut Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Mutawasith Vol. 4. No. 1, 2021



27

non muslim yang menganalisis Pertimbangan hakim secara komprehensif
dan juga memberikan pandangan pada penyelesaian problematika saksi
non muslim yang teradi di Pengadilan Agama

6. Badri Alam, Tesis dengan Judul Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam
Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat (Analisis
Perkara 5/Pdt.P/2018/PATalu) **

Hasil pembahasannya dalam penelitian ini bahwa kibat Hukum
Pernikahan Siri Dengan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Talu Pasaman
Barat berdasarkan, yaitukepada Al-Quran dan Hadist, Undang-undang
perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Kesaksian
Saksi Nonmuslim Dalam Penyelesaian Permohonan Itsbat Nikah Di
Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat dapat diterima di Pengadilan
Agama karena kesaksian yang diberikannya menyangkut peristiwa yang ia
lihat dan saksikan. Kemudian Proses pengecekan atau penilaian keabsahan
itsbat nikah sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah di Pengadilan
Agama Talu Pasaman Barat dilakukan dengan cara pembuktian untuk
meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan
oleh para pihak yang bersengketa dengan alat- alat bukti yang telah
ditetapkan oleh Undang-undang.

Pada penelitian ini dan penulis sama halnya mempersoalkan
tentang saksi non muslim, bedanya jika penelitian tersebut hanya pada

focus mengkaji Pertimbangan hakim dalam perkawinan atau isbat nikah,

** Badri Alam, Tesis, Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan
Agama Talu Pasaman Barat (Analisis Perkara 5/Pdt.P/2018/PATalu), 2021
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Sedangkan dalam penelitian tesis yang dibahas pada tulisan ini membahas
tentang saksi non muslim dikaji menggunakan dasar hukum Islam, dasar
hukum Postif, dan juga menganlisa beberapa Putusan Pengadilan Agama
yang telah memutus perkara perceraian yang ada saksi non muslim di
dalam putusan Pengadilan Agama.
B. Kajian Teori
1. Terminologi Saksi

Saksi secara etimologi yakni seseorang yang mempunyai sebuah
informasi secara langsung tentang suatu kejadian yang dramatis atau
kejahatan = dengan. indera ~mereka yang bisa membantu dan juga
memastikan pertimbangan-pertimbangan apabila ada suatu kejahatan yang
terjadi. Sedangkan di dalam kamus besar Indonesia (KBBI) yakni seorang
yang melihatnya secara langsung atau juga mengetahuinya secara
langsung suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi.”

Pengertian saksi menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio dalam
kamus hukum disebutkan bahwa pengertian saksi yakni seorang yang
didengar keterangannya dimuka Pengadilan, seorang yang mendapatkan
tugas untuk menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat didengar
keterangannya dimuka Pengadilan.*

Sedangkan menurut Mukti Arto di dalam buku Praktek Perkara
Perdata Pada Pengadilan Agama menyebutkan bahwa saksi yakni seorang

yang memberikan keterangan dimuka Pengadilan Agama bahwa saksi ini

» Kamus Besar Bahasa Indonesia.
%% Subekti Dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum Cet.4, (Jakarta: Pradnya Pparamita,1979),100.
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adalah seorang yang memberikan keterangan dimuka persidangann dengan
harus memenuhi syarat-syarat tertentu mengenai suatu kejadian atau
peristiwa yang saksi lihat sendiri, yang ia alami dan didengar sendiri
sebagai suatu bukti apabila terjadi kejadian atau peristiwa tersebut.”’

Menurut Sudikno Metro Kusumo mendefinisikan kesaksian di
dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia yakni kepastian yang
diberikan kepada seorang hakim di dalam persidangan mengenai kejadian
atau peristiwa yang disengketakan menggunakan jalan pembritahuan
secara lisan dan secara mandiri oleh seseorang yang bukan salah satu
pihak di dalam perkara yang dipanggil dipersidangan. Sedangkan menurut
Abdul Manan saksi yakni seorang yang mendengar, merasakan dan
mengalami juga melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadiian di dalam
perkara yang sedang dipersengketakan di dalamnya.

2. Saksi dalam Hukum Islam

Mengenai kesaksian sendiri Allah sudah mewajibkan untuk
menjadii saksi apabila ada sesuatu yang diketahuinya sendiri, apalagi
mengetahui permasalahan yang dihadapi sendiri, sementara ada seseorang
yang lain membutuhkann kesaksian itu. Karena hal itu umat yang Bergama
Islam diwajibkannya untuk menjadi seorang saksi dianjurkan dilarang
menyimpannya informasi yang penting yang ada kaitannya dengan
kesaksian. Dari itu tujuannya dengan adanya sebuah kesaksian ini menjadi

cara untuk menegakkan sebuah kebenaran sehingga hak orang yang benar

*" A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, Cet.3, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2000), 165.
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sekalipun tidak didzalimi oleh orang yang memilki kepentingan. Di dalam

Al-qur’an yang berkaitan dengan hal ini sudah dicantumkan :
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Artinya : “...dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang-orang lelaki
(diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,
supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.
Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila
mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu,
baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang
semikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu. (tullslamu’amalahmu itu) kecuali jika mu’amalahm
ituperdagangan tunai yang kamu jalankan diantera kamu, maka
tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis
dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu melakukan yang
demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada
dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan
Allah maha mengetahui segala sesuatu” (Q.S Al-Baqarah : 2: 282)
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Pelaksanaanya kesaksian ini hukumnya diwajibkan apabila seorang
saksi ini mampu melakukannya tanpa adanya suatu bahaya yang
mengancamkannya, entah itu baik bagi dirinya sendiri, harta maupun
keluarganya dan kehormatannya. Diharuskan bagi seorang saksi dimana
mereka memberikan keterangannya didepan hakim dan dimuka
persidangan hendaknya mendapatkan jaminan keamanan baik harta, jiwa
dan kehormatannya. Karena hal itu sebab kesaksian dipandang wajib bagi
setiap orang yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan akan disetiap
perkara yang 1a ketahui dengan pasti kebenerannya.

Islam melalui hasil 1ijtihad para pakar hukum Islam menentukan
beberapa syarat atau Kriteria yang pasti depunuhi seseorang yang akan
menjadi saksi, yakni sebagai berikut:

Beragama Islam, dalam hal ini saksi harus beragama Islam karena
syarat para fughaha menetapkan kesaksian ini dapat diterima bagi
kesaksian seorang yang beragama Islam. Dan juga para ulama bersepakat
dalam penerimaan kesaksian ini tidak diperbolehkan oleh orang kafir atas
muslim kecuali mengenai ,masalah yang diperbolehkan dalam hal wasiat,

yang dijelaskan dalam (Q.S Al-Maidah: 5: 106)
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Artinya “hai orang-orang yang beriman apabila salah seorang kamu
menghadapi kematian, sedang dia kan berwasiat maka hendaklah
wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau
dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam
perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.
Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang untuk
bersumpah, lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah,
Jjika kamu ragu-ragu “(demi Allah) kami tidak akan membeli
dengan sumpah ini harga sedikit untuk kepentingan seseorang,
walaupun dia karib kerabat, dan tidak pula kami menyembunyikan
persaksian Allah sesngguhnya kami kalau demikian tentulah
termasuk orang-orang yang berdosa”

o

Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa landasan hukum yang di
jadikan mayoritas fughoha telah jelas, dimana mereka kesaksian non
muslim diperbolehkan hanya terbatas pada masalah tertentu saja tidak
semuanya.

a. Saksi Adil

Firman Allah di dalam Q.S At-Thalaq : 2
Artinya : “dan persaksikanlah dengan dua orvang saksi yang adil
diantara kamu dan tegakkan keasajsian itu karena Allah”

Orang yang adil yakni yang mempunyai sifat :

1) Menjauhi segala dosa besar tidak terus menerus mengerjakan dosa

kecil
2) Baik hati

3) Dapat dipercaya sewaktu marah tidak akan melanggar kesopanan
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4) Menjaga kerhormatannya sebagaimana kehormatan orang yang
setingkat dengan dia.”®

b. Saksi yang baligh

Baligh minimal umur 15 tahun, anak-anak yang belum sampai
umur tidak diterima sebagai saksi. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah
: 282 artinya : ““ dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-
orang lelaki diantaramu™

c. Berakal adalah seseorang yang bisa berfikir juga memberikan sebuah
keterangan dengan dalam keadaan yang sadar bukan keadaan mabuk
mapun gila.

d.” Merdeka yakni bukan dari hamba shaya tidak ‘dapat diterima sebagai
saksi dikarenakan saksi diberikan kekuasaan sedsngkan hamba tidak
tadap diserahi kekuasaan.

Menurut Ibnu Rusyd para ahli hukum Islam sepakat atas persyaratan
dalam menerima kesaksian dari seorang saksi adalah harus beragama Islam.
Oleh karena itu seorang non-Muslim tidaklah diterima kesaksiaannya
terhadap suatu perkara yang dipersengketakan. Para ahli hukum Islam
berbeda pendapat tentang seseorang dalam keadaan musafir memberikan
wasiat yang harus disaksikan dua orang saksi yang adil atau dua orang yang
berlainan agama dengan si pemberi wasiat itu. Tentang hal ini Imam Abu
Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan orang kafir menjadi saksi

terhadap hal tersebut sebagaimana dalam Surat Al-Maidah ayat 106.

** Sulaiman Rasyid, Figh Islam, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2000), 490.
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Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi’l berpendapat bahwa tidak
diperbolehkan orang kafir menjadi saksi karena ayat tersebut telah dinasakh
dengan ayat lain. Syarbani Khalib mengemukakan bahwa syarat untuk
menjadi saksi itu haruslah orang Islam, meskipun secara thabi’i. oleh karena
itu tidak diterima kesaksian orang kafir terhadap orang Islam dan demikian
juga sebaliknya.”’

Imam Malik, Imam Syafi’l dan Imam Ahmad berpendapat bahwa
kesaksian non-Muslim sesama non-Muslim tidak dapat diterima secara
mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda. Pendapat
ini didasarkan kepada Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang
menjelaskan bahwa orang yang bukan Islam bukanlah orang yang bersifat
adil dan bukan dari orang-orang yang ridho kepada kaum Muslimin. Allah
SWT menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik,
sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima
kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan
kesaksian yang dusta dan fasik, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa
dengan kesaksian orang kafir itu dan tidak berhak menjadi saksi sesama
merela. Jikalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja dengan
memuliakan mereka dan mereka mengangkat derajatnya, sedangkan agama

Islam melarang yang demikian itu.”

* H.Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta :
Kencana Prenada Media Grup, Cet ke-5, 2008), 370.
3% Prof. Dr.H.Abdul Manan, 379.
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2. Saksi dalam Hukum Positif

Alat bukti saksi ini diatur dalam Pasal 139-152, 18-172 HIR (Pasal
165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW bahwa kesaksian adalah kepastian
yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang
disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh
orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipaggil
dipersidangan.

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau
kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang
diperoleh secara berfikir tidaklahmerupakan kesaksian. Disinilah letak
bedanya dengan kesaksian yang diberikan oleh ‘“‘saksi ahli” yakni seorang
saksi yang dipanggil dimuka sidang untuk memberi tambahan keterangan
untuk menjelaskan peristiwanya, sedang seorang ahli dipanggil untuk
membantu hakim dalam menilai peristiwa.”!

Dalam pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam
segala hal kecuali ada Undang-undang menentukan lain seperti pembuktian
persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan
perjanjian kawin sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 150 KUHPer,
perjanjian pertanggung jawaban hanya dibuktikan dengan polis asuransi
dalam Pasal 258 KUHD. Pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan
lebih dari seorang saksi karena satu orang saksi tanpa bukti lain tidaklah

dianggap saksi (unus testis nullus testis). Suatu peristiwa dianggap tidak

3! Laila M. Rasyid, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata, (Unimal Press, 2015), 85.



36

terbukti kalau hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi. Agar
keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian maka, keterangan satu orang
saksi itu harus dilengkapi dengan bukti lain seperti surat-surat, pengakuan
dan sumpah salah satu pihak.>
Syarat saksi menurut hukum perdata harus memenuhi syarat formil
dan metriil:
Beberapa Syarat-syarat formil saksi yakni ialah :
a. Berumur 15 tahun keatas
Anak-anak yang belum umur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 Jo.
Ayat 4 HIR , Pasal 172 ayat 1 sub 5 Rbg 1912 BW) boleh didengar akan
tetapi tidak sebagai saksi penjelasannya boleh dianggap penjelasan aja,
untuk memberikan keterangan mereka tidak perlu disumpah.
b. Sehat akalnya
Orang tidak sehat/gila tidak diperbolehkan karena dianggap tidak
cakap dalam memberikan kesaksian. Hal ini diatur dalam pasal 145 ayat
Isub 4 HIR, 172 ayat 1 sub 5 Rbg 1912 BW.
c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dari salah satu pihak menurut
keturunan yang lurus. Alasannya pada umumnya diangap tidak obyektif
apabila di dengar sebagai saksi karena menjaga kekeluargaa yang

dianggap bisa retak apabila mereka ini memberikan kesaksian.

32 H.Abdul Manan,, Him 372.
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Akan tetapi menurut Pasal 145 Ayat 2, Pasal 172 Ayat 2 Rbg mereka ini
tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara menyangkut kedudukan
keperdataan dari para pihak,

Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipn
bercerai. Suami istri dari salah satu pihak ini meskipun sudah bercerai
tidak diperbolehkan memberikan keterangan sabagai saksi, ini diatur
dalam Pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR, 172 AYAT 1 SUB 3 Rbg.

Tidak ada ubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima
upah.

Menghadap persidangan.. Kewajiban untuk menghadap dimuka
persidangan, apabila tidak datang maka akan dikenai sanksi bagi saksi
yang tidak mau datang setelah dipanggil secara patut.

Mengangkat = sumpah menurut agamanya. Sebelum memberikan
keterangan saksi disumpah dulu Pasal 147 HIR, pasal 175 Rbg dan 1911
KUHPer. Sumpah ini di ucapkan sebelum memberikanm kesaksian yang
sisinya berisi janji untuk menerangkan sebenar-benarnya.

Berjumlah sekurang-kuragnya 2 orang saksi atau dikuatkan dengan
bukti lain.

Dipanggil masuk ke ruangan sidang satu demi satu.

Memberikan keterangan secara lisan.™

3 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama , (Jogyakarta : Pustaka Pelajar),

1996, 160.



38

Beberapa Syarat-syarat materil yakni ialah :

a. Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan peristiwa yang
dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Yang sesuai dengan
Pasal 171 HIR/308 R.Bg ayat 2) bahwa keterangan saksi yang tidak
didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas tidak didasarkan atas
sumber pengetahuan yang jelas pada pengelaman, pendengaran dan
penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa dianggap tidak memenuhi
syarat materil.**

b. Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan yang
melihat sendiri- fakta atau periwtiwa tersebut benar-benar relevan
kaitannyya dengan perkara yang di sengketakan. Apabila keterangan
saksi yang tidak relevan adalah tidak memenuhi syarat materil meskipun
keterangan itu bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengalam
pribadi saksi.

c. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu
dengan yang lain atau alat bukti yang sah. Pasal 170 HIR dan Pasal 307
R.Bg, bahwa terjalinnya kesesuian antara keterangan saksi yang satu
dengan yanga lain. Apabila terjadi keterangan saksi yang satu dengan
yang laun bertentangan maka bertentangan itu tidak memenubhi syarat.

d. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Dimana ketentuan ini selain

mengatur keharusan menilai segala aspek pada diri saksi, juga

3 Sofyan Dan Asis, Hukum Acara Perdata, 236.
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memberikan  petunjuk  ketidakterikatan  hakim terhdap suatu
kesaksiannya,

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi di muka
Pengadilan akan tetapi Undang-undang telah membatasi dalam Pasal
145-146 H.LLR yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah: a)
keluarga sedarah dan keluarga semeda dari salah satu pihak menurut
keturunan yang lurus b) istri atau suami dari salah satu pihak menskipun
suda ada perceraian, c¢) anak-anak yang tidak diketahui benar umurnya
sudah 15 tahun, d) orang gila.

3. Teori Gutav Radbruch Tentang Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yakni
keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi
Masyarakat (sosiologis) harus diajdikan unsur pokok dalam pendekatan
hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Dalam proses untuk
mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan priorotas dari ketiga nilai
dasar tersebut. Hal ini patut dimaklumi karena terkadang hukum untuk
mencapai suatu keadilan akan berbenturan dengan kemanfaatan dan
kepastiaan hukum, demikian juga sebaliknya kepastian hukum kadang juga
mengabaikan keadilan dan kemanfaatan.

Untuk prioritas yang diajarkan oleh Radbruch adalah: pertama
Keadilan Hukum; kedua Kemanaatan Hukum dan Ketiga barulah Kepastian
hukum. Dengan ditetapkannya urutan priorits seperti diatas diharapkan

system hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum di atas.
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Keadilan adalah pelakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang
benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seorang dan memberikan yang
sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak ang dimilikinya.
Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap
Masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan
maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus bisa
merasakan dari setiap putusan hukum. Sedangkan kepastian hukum artinya
ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas,
konsisten, teratur, dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh
subyektifitas. Hal “inilah yang menurut Radbruch hukum harus bisa
memadukan antara tiga tujuan hukum adalah keadilan hukum, kemudian
disusul kemanfaatan hukum dan terakhir baru kepastian hukum.*’

Realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum
yang meliputi, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini sudah
barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan di antara masing-masing
aspek. Ada kalanya keadilan bertentanga dengan manfaat, atau lain kali
keadilan bertentangan degan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya
ketegangan antara manfaat dengan keadilan. Guna mengantisipasi kondisi
tersebut Gustav Radburch memberikan patokan dalam memutus suatu
perkara, Dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga
kepastian hukum. Ajaran prioritas bak relative lebih bijak dan arif,

dibandingkan dengan ajaran ekstrim Aliran Hukum Eis yang hanya berfokus

* Hari Agus Santoso, “Prespektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan
Pkpu”Ptb”, Jurnal Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vil 36 No. 03
(November, 2021), 329
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pada keadilan, aliran Utilitarian yang hanya berfokus pada kegunaan hukum
dan Aliran Dogmatik Legalistik (positivism hukum) yang hanya berfokus
pada kepastian hukum.

Seiring dengan makin kompleksnya kepentingan-kepentingan dalam
kehidupan sehari-hari, maka ajaran prioritas baku dirasakan tidak lagi
memenuhi idealitas yang diharapkan. Untuk itu muncul lagi ajaran prioritas
kasuistik yang memungkinkan ketiga nilai dasar di atas secara bergantian
sesuai dengan konteks masalah bisa menjadi unsur yang dominan, sehingga
masing-masing nilai dasar hukum bisa secara bergantian menjadi unsur
yang dominan pada kasus tertentu. Konsep/ajaran priorotas kasuistik inilah
yang oleh dunia praktek hukum dianggap sebagai ajaran yang paling relevan
untuk menjawab masalah-masalah hukum yang semakin kompleks dewasa
ini.*

Dengan demikian bahwa aplikatif pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada
pandaganyya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu
sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus
dari perundang-undang namun selain itu yang termasuk produk hukum juga
putusan atau juga penetapan pengadilan. Jika produk pengadilan yakni
penetapan berbeda-beda karena akibat aturan hukumnya berbeda-beda maka

kepastian hukum tidak tercapai.

% M. Muslih Legalitas Edisi Juni 2013 Volume Iv Nomor 1, Negara Hukum Indonesia Dalam
Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), 149.
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4. Teori Kekosongan Hukum
Kekosongan atau vacuum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

“kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat dan sebagainya) kosong atau
kehampaan,” yang dalam kamus hukum diartikan dengan vacum yang
diterjemahkan atau di artikan sama dengan ‘“kosong atau lowong* Dari
penjelasan tersebut maka secara sempit ‘“kekosongan hukum” dapat
diartikan sebagai “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan
perundang-undangan (hukum yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam
masyarakat,” sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat
dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-
undangan.”?’

Kekosongan hukum (rechtvacuum) dapat terjadi karena beberapa sebab,
antara lain keterbatasan legislator dalam merumuskan norma hukum yang
mengantisipasi perkembangan zaman, lambatnya proses legislasi, atau
karena sifat hukum yang dinamis sementara produk undang-undang
cenderung statis . Di samping kekosongan hukum, kelemahan undang-
undang juga sering terjadi dalam bentuk ketidaktepatan redaksional,
multitafsir pasal pasal tertentu, hingga kontradiksi internal antara norma

yang satu dengan lainnya. Semua ini menimbulkan ketidakpastian hukum

yang dapat merugikan pencari keadilan.’®

*7 Gamal Abdul Nasir, Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat, Fakultas
Hukum Univrsitas Muhammadiyah Tanggerang, Volume 5 No. 2, September 2017, 173.

% Iis Siti Atikah, Yurisprudensi Sebagai Upaya Koreksi Terhadap Kekosongan Dan Kelemahan
Undang-Undang, Voume 1 Nomor 2 Tahun 2023, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8, Ciamis,
Indonesia, Juni 2023, 62.
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Sebab itu diperlukannya sinergisitas serta kesadaran lebih
(awareness) dengan meghilangkannya ego dan tenggung jawab selaku
penyelenggara negara antara para pihak pembentuk peraturan dan peran
serta aktif Masyarakat, seperti yang tertuang dalam Pasal 96 Undang-
undang No.12 Tahun 2011 terkait dengan “partisipasi Masyarakat™” dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan sesai dengan semangat
perkembangan dunia saat ini yang mengedepankan transparansi antara
pemerintah dengan rakyatnya yang tetap mengacu pada koridor hukum
sesuai iedologi bangsa.

Adapun solusi apabila terjadi kekosongan hukum sebagaimana telah
diungkapkan sebelumnya, bahwa perkembangan masyarakat selalu lebih
cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan. Peraturan
perundang-undangan sebenarnya dibuat sebagai panduan bersikap bagi
masyarakat yang dapat menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak
boleh. Hukum yang stabil dapat menjadi ukuran yang pasti di masyarakat,
namun hukum yang jalan di tempat pada kenyataannya akan menjadi hukum
yang usang dan tertinggal jauh oleh perkembangan masyarakat. Untuk
itu,sangat diperlukan perkembangan masyarakat.

Jika hakim menambah peraturan perundan-undangan, berarti bahwa
hakim mengisi kekosongan (leemten) dalam sistem hukum formal dari tata
hukum yang berlaku. Pengisian ruang kosong dalam undang-undang oleh
hakim baru dapat di terima dalam bagian kedua abad ke-19. Scholten

berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu sistem terbuka (open
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system). Pendapat ini timbul berdasarkan pertimbangan tentang pesatnya

kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Oleh karenanya dalam hukum yang

ketinggalan itu terdapat banyak kekosongan didalam sistem hukum yang
terpaksa harus diisi oleh hakim, asalkan pengisian atau penambahan itu
tidak membawa perubahan prinsipiel pada sistem hukum yang berlaku

Konstruksi hukum tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-
wenang harus didasarkan atas pengertian hukum yang ada di dalam undang-
undang yang bersangkutan. Konstruksi hukum tidak boleh di luar sistem
material positif (Scholten). Dalam konstruksi hukum ini terdapat tiga
bentuk, yaitu:

a. Analogi penafsiran dari pada suatu perturan hukum dengan memberi
ibarat (kias) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya,
sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu
dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, missal “menyambung
aliran Listrik” dianggap sama dengan “mengambil aliran Listrik”.
Analogi hukum pada prinsipnya berlaku untuk masalah-masalah perdata
(privat), terutama sekali dalam hukum perikatan (verbinterissenrecht),
sedangkan dalam hukum public tidak boleh digunakann analogi.

b. Penghalusan hukum memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara
halus) sehingga seolah-oleh tidak ada pihak yang disalahkan.
Penghalusan hukum ialah dengan cara mempersempit berlakunya suatu

Pasal yang merupakan kebalikan dari analogi hukum. Sifa dari pada
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penghalusan hukum yakni tidak mencari kesalahan dari pada pihak dan
apabila suatu pihak disalahkan maka akan timbul ketegagan.

c. Argumentum a contrario penafsiran undang-undang yang didasarkan
atau pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang
dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-
undang.*’

Dengan demikian, agar dapat efektif sebagai sarana kontrol
masyarakat maka sistem hukum yang dimansud perlu diperbaiki disamping
juga harus terus menjaga kekosongan hukum dengan membuat ilmu hukum
yang menganut sistem terbuka dalam pengisian kekosongan hukum yang
terus terjadi dari waktu ke waktu. Adapun perbaikan hukum dapat ditinjau
dari sisi struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Dalam hal
struktur lebih dititik beratkan kepada institusi pembuat dan penegakan
hukum, demikian juga substansi harus dilihat apa yang dikerjaan dan
dihasilkan dari mesin tersebut dan kultur hukum menyangkut apa saja atau
siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin
tersebut.

C. Kerangka Konseptual
Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan
berfikir dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Karenanya perlu

disusun sebuah kerangka teori yang memuat pikiran dalam menggambarkan

** Gamal Abdul Nasir, Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat, Fakultas
Hukum Univrsitas Muhammadiyah Tanggerang, Volume 5 No. 2, September 2017, 177.
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dari sudut mana penelitian akan disorot. Kerangka teori yang terdapat dalam

tesis ini berupa:

Kedudukan Saksi Non Muslim Perkara

Kasus 5 Putusan Pengadilan Agama

Aukan SaksiNon

1 LJalam

kum Positif

UNIVERS

KIAI HAJ
JEMBER



BAB III
KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN SAKSI NON MUSLIM PADA
PERKARA PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF
DI PENGADILAN AGAMA
A. Ketentuan Pengaturan Saksi Dalam Hukum Positif

Menurut Sudikno Mertokusumo saksi adalah kepastian yang diberikan
kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan
jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu
pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan, Pada dasarnya
pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau
tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung atau menguatkan
kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak. Saksi-saksi
ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau
kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang Pengadilan, ada
juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang langsung menyaksikan suatu
peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang terjadi.

Pada ketentuan aturan tentang pengaturan pembuktian maupun saksi di
dalamnya diatur dalam Pasal 1886 KUH Perdata, 164 HIR, 284 Rgb. Aturan
ini dalam tata hukum negara dilakukan pada peradilan umum seluruh
Indonesia. Selanjutnya pada peradilan Agama diatur mengikuti aturan sendiri
Lex Spesialis pada Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 Jo. Undang-undag
Nomor 03 tahun 2006 Jo. Undang-undang No 50 tahun 2008 tentang Peradilan
Agama yang di dalamnya mengatur hukum acara di Peradilan Agama. Namun

yang menarik dalam Peradilan Agama masih belum Komperhensif sehingga

47
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perlu menggungakan Hukum Acara Peradilan Umum dalam pelaksanaannya.
Hal ini tercantum dasar hukum nya dibolehkannya Peradilan Agama
menggunakan Hukum Acara yang berlaku pada peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 di dalam pasal 54 yang
menentukan sebagai berikut: Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang
berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang
telah ditulis secara khusus dalam Undang-Undang ini”. Ketentuan tersebut
menunjuk kepada Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Negeri yaitu
Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR untuk daerah Jawa dan Madura,
dan R.Bg untuk daerah seberang. Pengadilan Agama memberlakukan HIR dan
R.Bg sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama,
artinya sepanjang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama, Maka
(Herziene Indonesische Reglement) HIR dan (Rechtsreglement Voor De
Buitengewesten) R.Bg dapat dikesampingkan.*’

Tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah
menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 164 HIR dan Pasal
284 RBg harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau
didengar sendiri, dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya
peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Pendapat dan kesimpulan
yang diperoleh dengan jalan menggunakan buah pikiran kesaksian

sebagaimana pasal 171 HIR dan pasal 308 RBg. Jadi saksi-saksi itu adalah

% Ahmad Nabil Atolilah, Bayu Alif, “Kesaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Menurut
Pendapat Hakim Di Pengadilan Agama Bandung”, 1AID Jawa Barat, Volume 16, November
(2021), 98.
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orang-orang yang mengalami, mendengar, merasakan dan melihat sendiri
suatu peristiwa atau kejadian-kejadian dalam perkara yang sedang
disengketakan.”!

Dalam pasal 1895 KUH Perdata disebutkan bahwa “pembuktian
dengan saksi-saksi diperbolehkan dalam segala hal yang tidak dikecualikan
oleh undang-undang”. Menurut pasal 1902 KUH Perdata, dalam suatu
peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat
dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tersebut hanya
berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan
pembuktiannya dapat-ditambah- dengan saksi. ** disini ‘menjelaskan bahwa
KUH Perdata sangat mendukung penyempurnaan saksi dalam pembuktian
selain hanya pada tulisan dan data autentik lainnya karena dengan adanya
bukti surat dan saksi maka pembuktian menjadi lebih lengkap dan terang
pembuktiannya.

Menurut Hukum Positif, supaya saksi-saksi yang diajukan oleh para
pihak dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat syarat
formil dan materiil. Syarat formil saksi adalah:

1. Memberikan keterangan di depan persidangan.

2. Bukan orang-orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi bagi
kelompok yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi menyatakan
kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.

3. Mengangkat sumpah menurut Agama yang dianutnya (Pasal 147 HIR)

I Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. (Jakarta:
Kencana, 2006), 248.
2 Yahya Harahap,. Hukum Acara Perdata (Cet ke-12, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 642.
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4. Cakap menjadi saksi.

5. Diperiksa satu per satu.

6. Berumur 15 tahun ke atas.

7. Sehat akalnya.

8. Memberikan keterangan secara lisan, sesuai dengan Pasal 144 ayat (1)
HIR.

9. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa,
atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Pasal 169 HIR, kecuali
mengenai perzinahan

Dalam pasal 169 HIR, Pasal 306 R,Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata
dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak
dianggap sebagai pembuktian yang cukup sebagaimana istilah hukum seorang
saksi bukan saksi (unus testis, nulus testis). Keterangan seorang saksi jika
tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebagai
alat bukti. Kesaksian dari seorang saksi, tidak boleh dianggap sebagai
persaksian yang sempurna oleh hakim, dalam memutus suatu perkara. Hakim
dapat membebani sumpah pada salah satu pihak, jika pihak itu hanya
mengajukan seorang saksi dan tidak ada alat bukti lainnya. Selanjutnya
sedangakan syarat secara materiil saksi adalah :

1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan
dilihat sendiri oleh saksi (Pasal 171 HIR/ Pasal 308 R.Bg)

2. Keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang

jelas, berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg
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3. Keterangan yang diberikan saksi harus bersesuaian satu sama lain atau alat
bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan Pasal
309 R.Bg.

4. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri, Pasal 171 ayat
(2) dan Pasal 308 ayat (2) R.Bg

5. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Tentang benar tidaknya keterangan
orang yang mewajibkan menyimpan rahasia itu terserah pada
pertimbangan hakim, sebagaimana Pasal 146 ayat (2) HIR.

Menjadi saksi merupakan kewajiban hukum atas setiap orang. Pasal
224 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dipanggil sebagai saksi, solusi
ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi
suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus
dipenuhi, diancam: dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan dan dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama
enam bulan.*

Memelihara obyektifitas saksi dan kejujuran saksi, ada orang-orang
tertentu yang oleh Undang-Undang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagai
dasar untuk memutus perkara, karena adanya hubungan tertentu dengan para
pihak, atau karena keadaan tertentu. Orang yang tidak boleh didengar sebagai
saksi ialah: Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak
menurut keturunan yang lurus. Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun

sudah bercerai. Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah sudah cukup

* Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Cet ke-7, Jakarta: Sinar Grafika Offset,
2008), 89.
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umurnya 15 tahun. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang mempunyai
ingatan terang. Orang yang ada hubungan kerja dengan salah satu pihak
dengan menerima upah. Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga
semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua
belah pihak tentang status menurut hukum perdata, tentang perjanjian kerja
atau tentang perceraian karena adanya perselisihan suami istri.**
B. Kedudukan dan Keabsahan Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian
Dalam Hukum Positif di Pengadilan Agama
Kedudukan dalam hukum diartikan sebagai bentuk dari penjabaran
pada posisi hukum, atau bisa juga disebut legal standing yang diartikan luas
pemaknaannya pada posisi kedudukan yang mempengaruhi pada kewajiban,
hak dan akibat hukumnya. Dan keabsahan ini menjadi tolak ukur pada
pembahasan saksi apakah saksi non muslim ini sudah memenuhi persyaratan
hukum secara formil dan meteriil apa sebaliknya tidak mememubhi, dianggap
sah atau benar apabila sudah memenuhi pada persayaratan hukum yang
berlaku.
Dalam pembahasan saksi yakni pada Penggolongan saksi ada
penjelasan pada HIR, sebagai berikut:
1. Testimonium de auditu (Pasal 145 ayat (4) HIR), artinya kesaksian yang
diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan
mengalami sendiri melainkan melalui orang lain. Dalam bahasa fiqih

disebut saksi istifadhoh yang nilai pembuktiannya tidak perlu

* Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Cet ke-6, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2005), 167.
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dipertimbangkan. Tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi
penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari
persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang

2. Kesaksian di luar sumpah (Pasal 145 ayat (4) HIR), anak-anak di bawah
umur 15 tahun, saksi yang masih ada hubungan keluarga atau hubungan
perkawinan, atau hubungan kerja dengan menerima upah dan orang gila
yang kadang-kadang ingatannya terang dapat didengar keterangannya di
luar sumpah. Tetapi keterangan mereka semata-mata hanya dipandang
sebagai penjelas, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk
memutus perkara.

3. Saksi keluarga (Pasal 145 ayat (2) HIR, Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun
1989 dan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975). Dapat didengar sebagai saksi di
bawah sumpah dalam perkara tentang perselisihan keadaan menurut
hukum perdata dan tentang perjanjian, serta tentang perkara perceraian
karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

4. Testis nulus testis (Pasal 169 HIR/ 306 R.Bg/ 1905 BW), artinya
keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap
sebagai pembuktian yang cukup, seorang saksi bukan saksi, kekuatan
pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai
sempurna oleh hakim. Gugatan harus ditolak apabila penggugat dalam
mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat

bukti lain.*’

* Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif. (Cet ke-1,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), 85.
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Hukum Acara Perdata yang diterapkan dan diberlakukan di
Pengadilan Agama wajib mengikut peraturan perundang-undangan yang
berlaku yaitu KUH Perdata, HIR, dan Rbg, sedangkan hukum acara
khusus yang diterapkan adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam),
Peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Peraturan dan
Keputusan Menteri Agama, Kitab Figih dan Sumber Hukum Islam

Undang-Undang peradilan agama yang mempunyai makna bahwa
pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di
lingkungan peradilan agama hanya karena yang beragama  Islam.
Keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan
Agama di lingkungan peradilan agama. Dengan kata lain, seorang
penganut agama non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan
tunduk kepada kekuasaan peradilan agama. Asas ini diatur dalam Pasal 2,
Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006. Penegasan asas personalitas keislaman
dapat dianalisis sebagai berikut: *°
1. Menunjuk pada para pihak yang berperkara ataupun yang menjadi

bagian dalam penyelesaian perkara harus beragama Islam, jika salah

satu pihak atau yang menjadi bagian dalam perkara tersebut tidak

% Ahmad Nabil Atolilah, Bayu Alif, “Kesaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Menurut
Pendapat Gakim Di Pengadilan Agama Bandung”, Istinbat IAID Jawa Barat,Volume 16,
November 2021, 109.
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beragama Islam, maka perkaranya tidak dapat ditundukkan kepada
kewenangan Pengadilan di lingkungan peradilan agama.

2. Menunjuk pada hukum yang melandasi hubungan hukum tersebut.
Dalam hal ini haruslah hukum Islam, jika hubungan hukum yang telah
mendasarinya yaitu hukum Islam, maka perkara tersebut tidak menjadi
kewenangan Pengadilan Agama.

Bahwa Masih di pakainya sumber hukum acara perdata khususnya
menyangkut alat bukti saksi dalam peradilan agama, dapat memungkinkan
saksi dari non muslim dalam memberikan pembuktian di peradilan agama.
Hal ini sebagaimana di sebutkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama yang menyatakan bahwa
hukum hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum
acara perdata yang berlaku di Pengadilan umum. Sedangkan dalam hukum
acara perdata tidak menentukan saksi dari latar belakang agama, akan
tetapi dalam hukum acara perdata bahwa kesaksian adalah kepastian yang
di berikan hakim di persidangan tentang peristiwa yang di sengketakan
dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang
bukan salah satu pihak dalam perkara yang di panggil dalam persidangan.

Jadi yang menjadi permasalahan terhadap persoalan saksi non
muslim dalam beracara di Peradilan Agama adalah menyangkut kejelasan
kedudukannya sebagai alat bukti yang sesuai dengan hukum acara perdata.
Namun karena di dalam hukum perdata tentang saksi tidak ada aturan latar

belakang agama maka jika mengikuti asa legalitas yakni Nulla Poena Sine
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Lege yakni tidak ada hukuman atau tidak ada larangan, kalua tidak ada
aturan yang mengaturnya, maka dengan asas ini saksi non muslim
kedudukannya sah dan tidak melanggar aturan hukum positif yang
berlaku.

C. Ketentuan Saksi dalam Hukum Islam

Islam diyakini sebagai agama samawi terakhir yang dimaksudkan
untuk menjadi Rahmat bagi alam semesta. Dalam kehidupan untuk
merealisasikan fungsi Rahmat tersebut, Islam mengajarkan aturan-aturan yang
menjadi pedoman bagi manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia
yang berlaku secara universal untuk seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh
ruang dan waktu.*” Sehingga Islam selalu memberikan Jawaban terhadap
problem umat Islam diseluruh dunia sesuai dengan citra Islam yang menjadi
rahmat bagi seluruh alam semesta.

Pardigma hukum Islam adalah cara pandang hukum Islam terhadap
suatu kasus yang tidak akan terpisah dengan dalil Syar’l sebagai pijakan dan
dasar dalam menentukan sebuah hukum. Dalil-dalil ini baik yang telah
disepakati ataupun yang masih menjadi khilaf di kalangan pendapat ulama’.
Adapun dalil-dalil yag disepakati antara lain Alquran, Sunnah, [jma’, Qiyas.
Sedangkan dalil syara’yang masih menjadi khilaf para ulama’ diantaranya
Istihsan, Istishab, Maslahah mursalah, Urf48

Sebelum mendalami tentang saksi maka perlu memaknai perkata agar

mempermudah memahami definsi, bahwa kata saksi dalam bahasa Arab

* Muhammad Faisol, “Pandangan Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember terhadap
Poligami Perspektif Figh”, An-Nisa’, Tahun 2019, 160.

* M. Akhlis Azamuddin Tifani, Ahmad Junaidi, “Dispensasi Kawin Oleh Hakim PA Ponorogo
Perspektif Peraturan Mahkamah Agung No 05 Tahun 2019 Jurnal Of Economis, Law,
Humanisties, Vol 2 No 01, Tahun 2023, 6.
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adalah “syaahid” atau “syahiid” yaitu orang yang mengetahui dan
menerangkan apa yang diketahuinya. Kata jama“nya adalah “asyhaad” dan
“syuhuud”. Kata “syahid”’jama“nya ialah “syuhadaa”. Masdarnya adalah asy-
syahaadah yang artinya kabar yang pasti. Saksi adalah sebuah kata benda
dalam bahasa Indonesia yang berarti orang yang melihat atau mengetahui. 9

Dasar tentang kesaksian, di antaranya sebagaimana firman Allah SWT

|

des o Ji‘w" p U3oT e UL"(/") NES ISy L p-’ uU

- & >
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Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki

(diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang

lelaki dan dua orang perempuan dari saksi- saksi yang kamu ridhoi.

Supaya jika seorang lupa maka yang mengingatkannya. Janganlah

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di
panggil...”” (Q.S. al-Bagarah: 282).”"

Adapun dasar hukum saksi yang bersumber dari hadis Nabi Saw, di
antaranya adalah sebagai berikut, Artinya : Yahya bin Yahya memberitakan
kami, saya membacakan kepada Malik dari Abdillah bin Abi Bakar dari
Ayahnya dari Abdillah bin Umar bin Ustman dari Ibnu Abi Umaroh al-
Anshari dari Zaid bin Khalid al- Juhanni r.a bahwasanya Nabi Saw telah
bersabda ‘“Bukankah telah kuberitahu pada kalian semua, saksi yang baik yaitu
orang bersaksi sebelum diminta. (H.R Muslim).”'

Kesaksian dalam Hukum Acara Islam dikenal dengan istilah

AsySyahadah. Menurut bahasa, asy-syahadah memiliki pengertian sebagai

berikut: Pernyataan atau pemberitaan yang pasti, Ucapan yang keluar dari

* Asadulloh, Alfaruq, Hukum Acara Peradilan Islam, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2012), 45.
*% (Q.S. Al-Baqarah: 282).
> Imam Abi Husen Muslim bin Hajaj, Shahih Muslim (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992),
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pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung, Mengetahui sesuatu
secara pasti, mengalami, dan melihatnya. Menurut syara“ kesaksian adalah
pemberitaan yang pasti, yaitu ucapan yang keluar dan diperoleh dengan
penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain
karena berita-berita telah tersebar. Dalam masalah perdata, kesaksian memiliki
definisi lebih khusus, yaitu pemberitaan mengenai hak seseorang atas orang
lain dengan ucapan kesaksian di depan sidang Pengadilan yang diperoleh dari
penyaksian langsung, bukan karena dugaan atau perkiraan.

Menurut Muhammad Salam Madzkur, persaksian adalah suatu
ungkapan tentang berita yang benar di sidang Pengadilan dengan
menggunakan lafadz syahadah (ucapan Kesaksian) untuk menetapkan suatu
hal atas diri orang lain. Dalam pengertian tersebut dikatakan yang menyangkut
atas diri orang lain, sebab bila yang menyangkut atas diri sendiri bukanlah
kesaksian, melainkan ikrar.

Maka Menurut hukum Islam syarat-syarat saksi yang dapat diterima
kesaksiannya adalah sebagai berikut:

1. Baligh, maka tidak diterima kesaksian anak kecil sebagaimana firman
Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

2. Berakal sehat, walaupun terkadang terang ingatannya. Persaksian orang
gila atau orang kurang akal tidak bisa diterima kesaksiannya.

3. Islam, oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang
muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan. Tapi orang-orang

Hanafiyah memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap
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sesamanya. Saksi non muslim dapat diterima sepanjang penyaksiannya
menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduk perkaranya

4. Mengetahui apa yang dipersaksikan, dalam hukum Islam seorang tidak
boleh memberikan kesaksian, kecuali kesaksiannya didasarkan pada ilmu,
yaitu didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan. Orang yang boleh
memberikan kesaksian adalah dia yang menyaksikan langsung suatu
peristiwa atau hal, baik dengan melihat, mendengar maupun mengalami
sendiri. Kesaksian tidak sah jika didasarkan pada zhan (keraguan).

5. Dapat berbicara, karena jika bisu kesaksiannya tidak dapat diterima
sekalipun dia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya dapat
dipahami, kecuali jika dia menulis kesaksiannya itu dengan tulisan
menurut Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat yang sah dari madzhab
Syafi“i.

6. Adil, sifat keadilan merupakan tambahan bagi sifat Islam. Sebagaimana
firman Allah dalam surat ath-Thalaq ayat 2:>

D. Kedudukan dan Keabsahan Saksi Non Muslim dalam Hukum Islam
Perkembangan Zaman termasuk arus globalisasi dunia saat ini
kehidupan masyarakat menjadi semakin kompleks, Dalam segala segi terjadi
pembauran terutama dalam bidang muamalah. Dalam kehidupan seperti ini
bukan suatu hal yang mustahil akan terjadi kontak langsung di antara mereka
antar pemeluk agama dalam berbagai masalah dalam kehidupan termasuk

dalam masalah kedudukan saksi non muslim dalam perkara yang dialami oleh

> Ahmad Nabil Atolilah, Bayu Alif, “Kesaksian non muslim dalam perkara perceraian menurut
pendapat hakim di Pengadilan Agama Bandung”, Volume 16, November 2021, Istinbat, IAID
Jawa Barat, 101.
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orang yang beragama Islam. Saksi non muslim untuk orang muslim dalam

perkara perceraian pada khususnya menjadi ikhtilaf para ulama’, yakni ada

yang memperbolehkannya dan ada yang tegas melarang. Berikut

penjelasannya :

1. Dasar Hukum tidak diperbolehkan Saksi Non muslim atas orang
muslim

Bahwa Rasulluallah bersabda yag diriwayatkan dari Abdul Razaq
dan Baihaqi, yang artinya : “Tidak diterima kesaksian suatu golongan
agama atas golongan agama yang lain, kecuali bagi orang-orang muslim,
sesungguhnya mereka berlaku adil atas diri mereka dan selain mereka.”
(H.R Abdul Razaq dan Baihaqji).”

Mayoritas para pakar hukum Islam menyepakati bahwasannya
seorang saksi harus beragama Islam karena kesaksian termasuk wilayah
atau perlindungan, padahal orang kafir tidak mempunyai hak untuk
melindungi orang muslim. Berdasar pada ayat Alquran Annisa’ Ayat
141.>* sehingga apabila dalam suatu perkara yang disaksikan oleh orang
yang bukan beragama Islam, maka kesaksiannya dipandang tidak sah.

Para ahli hukum di kalangan ulama Hanabilah membolehkan
kesaksian dari saksi non-muslim atas orang-orang Islam dalam bidang
wasiat apabila dilaksanakan dalam perjalanan (musafir) dan tidak ada
orang lain yang dapat diangkat menjadi saksi dari kalangan orang Islam,

kecuali mereka yang beragama non-muslim. Sesuai dengan ayat Alquran,

> Imam Al-Baihaqy, Musnad Al-Baihagi, Juz V (Beirut: Dar al-Muassat al-Risalah, n.d.). 128.
¥ Wahbah Azzuhaili, F. igh Islam Waadilatuhu Jlid 8, (Gema Insani, Jakarta:2014), 196.
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dengan hal lain secara tegas bahwa Imam Malik, dan Imam Syafi’i
menolak kesaksian orang- orang non-muslim secara mutlak, kecuali dalam
hal yang sangat darurat seperti kesaksian dokter non-muslim terhadap
suatu peristiwa dan kejadian.

Menurut Imam Syafi’i yang dimaksudkan pada ayat Alquran Al-
baqoroh ayat 282 Saksi dalah orang-orang merdeka yang diridhai serta
muslim, sebab laki-laki yang kita ridhai adalah pemeluk agama kita, bukan
kaum musyrikin, karena Allah telah memutuskan perwalian antara kita dan
mereka sebab agama. Kemudian laki-laki diantara kita tidak lain adalah
orang merdeka, bukan para budak yang dikuasai oleh para majikan dalam
sebagian besar urusan mereka. Kita tidak meridhai pula orang-orang fasik,
dan sesungguhnya keridhaan hanya berlaku pada keadilan, serta tidak pula
berlaku kecuali terhadap orang yang sudah baligh, sebab mereka yang
menjadi sasaran pembicaraan dalam perkara fardhu hanyalah orang-orang
baligh dan bukan orang mereka yang belum baligh. >

Selanjutnya, Imam Syafi’i berkata bahwa tidak boleh bagi sesorang
untuk memberi kesaksian kecuali berdasarkan apa yang ia ketahui.
Pengetahuan itu sendiri didapatkan dari tiga segi: Pertama, apa yang
dilihat oleh mata, maka seseorang memberi kesaksian seperti apa yang ia
lihat. Kedua, apa yang didengar oleh telinga, maka seseorang memberi
kesaksian sebagaimana yang ia dengar. Ketiga, apa yang diketahui

berdasarkan berita, dan umumnya hal ini tidak dapat dilihat oleh mata,

> Nurhadi Abdillah, “Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Unat Islam Dalam
Perspektif Hukum Islam”, Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang, Jurnal Islamic Circle, Vol 03
No. 02 Desember Tahun 2022, 87.
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namun dapat dipastikan kebenarannya oleh hati, maka seseorang memberi
kesaksian atas dasar ini.

Menurut Imam Syafi’i “Tidak diterima kesaksian seseorang kecuali
apabila ia seorang yang merdeka, muslim, baligh dan adil”. Apabila
seorang anak memberi kesaksian sebelum baligh, atau budak sebelum
dimerdekakan dan orang kafir sebelum masuk Islam, maka tidak boleh
bagi hakim menerima kesaksian mereka dan tidak pula mendengarkannya,
sebab mendengarkan kesaksian mereka hanya akan membebani diri.
Apabila anak kecil telah baligh, budak telah dibebaskan dan orang kafir
telah. masuk Islam, sementara mereka adalah orang-orang yang adil lalu
memberi kesaksian, maka kesaksian mereka dapat diterima.

Sementara Imam Syafi’i mensyaratkan saksi harus beragama
Islam. dan Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa kesaksian non
muslim terhadap orang Islam tidak dapat diterima secara mutlak.
Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi’i dalam kitab al-Umm : “Imam
Syafi’i rahimahullahu ta’ala telah berkata: Apabila bersaksi anak-anak
sebelum baligh dan budak sebelum merdeka dan kafir sebelum Islam bagi
seorang laki-laki “maka tiadalah saksi bagi penegak hukum (Pengadilan).’®

Pendapat Imam Syafi’i ini menjelaskan bahwa yang dapat diterima
sebagai saksi dalam satu perkara atau persidangan adalah orang orang
yang baligh, merdeka dan Islam. Lebih lanjut Imam an-Nawawi

menerangkan Artinya: “Adapun orang kafir maka kesaksiannya tidak

° Imam Syafi’l Terjemah Al- Umm, Tahqiq dan Takhrij Dr. Rif’at Fauzi Abdul Mutthalli
Pembahasan Gugatan, Pembuktian, Kesaksian Sumpah, Jilid 13, Pustaka Azam, Jakarta: 2015),
267.
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dapat diterima bagi orang muslim dalam masalah wasiat atau masalah
lainnya baik dalam perjalanan ataupun dalam keadaan hadir (tidak
musafir).”’

Dalam beberapa pendapat diatas bahwa Para ahli hukum Islam
telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non muslim terhadap orang
Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa
kesaksian itu adalah masalah kekuasaan, sedangkan orang-orang non
muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam. Mereka mengemukakan
bahwa orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan
bukan dari orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin. Allah Swt
menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan
orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi.

Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk
menghukum dengan kesaksiannya yang dusta, dan fasik sedang orang
Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir dan tidak berhak
menjadi saksi sesama mereka. Kalau kesaksian mereka diterima berarti
sama saja dengan memuliakan mereka dan mereka mengangkat derajatnya,
sedangkan agama Islam melarang yang demikian dengan tegas dan jelas.

2. Dasar Hukum Diperbolehkan Saksi Non Muslim Atas Orang Muslim

Bahwa adanya saksi non muslim yang diakibatkan pembauran

antara masyarakat muslim dengan penganut masyarakat non muslim, hal

ini berkaitan dengan hubungan sosial di masyarakat dan tidak terlepas

7 An-Nawawi, AI-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000). 208.
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persoalan seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai
hubungan dekat dengan warga lainnya khususny tetangga. Bila seseorang
berperkara cerai di Pengadilan Agama tentunya pihak yang dapat dimintai
keterangan saksi orang yang betul-betul mengetahui sehari—sehari bila
seseorang terjadi persoalan dalam rumah tangganya,

Maka pihak yang dimintai jadi saksi itu salah satunya ialah
tetangganya, ataupun saudara, dan juga teman atau sahabatnya. Andaikan
tetangganya yang dekat dengan berperkara adalah non muslim, maka
seharusnyalah dapat menjadi saksi bagi seseorang berperkara di
Pengadilan Agama, karena mereka yang lebih dekat dan tentu mengetahui
adanya persoalan dalam rumah tangga sehingga bukan tidak mungkin
adanya saudara, tetangga, teman yang menjadi saksi beragama non muslim
yang bisa memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan
Agama.

Menurut Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah alat bukti adalah bukti yang
diajukan di depan Pengadilan untuk menguatkan gugatan. Untuk
memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan
para pihak yang dibebani pembuktian diwajibkan mengajukan alat-alat
bukti untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan.”®

Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak
terhadap kesaksian non-muslim kepada orang muslim sebagaimana yang

telah dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau

*% Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif. (Cet ke-1,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2018), 56.
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kembali. Lebih lanjut Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa dalam masalah
persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan
tabir yang menutup kebenaran, orang- orang yang dapat mengungkapkan
kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-
orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian
dapatlah diterima. >°

Demikain juga dalam hal pembuktian yang harus diberikan dokter
yang kebetulan dokter tersebut bukan Islam, menurut Ibnu Qayyim tidak
ada salahnya untuk diterima asalkan keterangan dokter tersebut dapat
dipertanggung jawabkan kebenarannya. Pendapat Ibnu Qayyim tesebut
sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, di mana pengaruh
globalisasi dunia mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi berbaur
satu sama lain yang tidak terikat dengan satu agama saja. Apabila
permasalahan di antara mereka bukanlah suatu hal yang mustahil peristiwa
dan kejadian yang terjadi itu justru disaksikan oleh orang-orang yang
beragama selain Islam. Para praktisi hukum di beberapa negara Islam.*’

Pendapat Ibnu Qayyim ini banyak dipergunakan dalan
menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, para praktisi hukum harus dapat membedakan saksi

sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian, kalau syarat hukum

berkenaan dengan syarat materil dan berhubungan dengan diyanatun,

%Y Wahbah Azzuhaili, . igh Islam Waadilatuhu Jlid 8, (Gema Insani, Jakarta:2014), 197.

% Anto Mutriady, Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam Dan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara Di Pengadilan Agama, Jurnal Of
Law, Universitas Amir Hamzah, Tahun 2021, 147.
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sedangkan saksi sebagai alat pembuktian berhubungan dengan syarat
formal yang berkaitan dengan qadhaan.

Hal ini sejalan juga dengan pendapat Ibnu Taimiyah
mengemukakan bahwa banyak terjadi tindak pidana di antara mereka yang
peristiwanya tidak disaksikan oleh orang Islam melainkan oleh kalangan
mereka sendiri, kemudian mereka berperkara kepada Mahkamah Syariah.
Kalau kesaksian di antara mereka ditolak oleh Mahkamah Syariah maka
akan mengakibatkan mereka teraniaya dan kehilangan hak asasinya,
dengan demikian akan terjadi kerusakan besar dan akan menggangu
ketentraman umum. Hal ini tidak disukai oleh syariat Islam yang dianggap
adil tersebut. Pendapat Ibnu Taimiyah ini banyak diikuti oleh para praktisi
hukum Islam baik di Timur Tengah maupun di beberapa negara Islam
lainnya.®!

Istihsan adalah segala sesuatu yang di anggap baik, baik menurut
‘urf/adat. Secara hukum Islam, bahwa syarat-syarat saksi disebutkan
antara lain: Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Berdasarkan hukum
Islam disebutkan, bahwa saksi itu harus Islam. tetapi sesuai dengan
perkembangan yang sekarang, hidup sudah membaur, mungkin saja
tetangga kiri kanannya non-muslim dan yang mengetahui perkara tersebut
adalah orang non-muslim, dan juga ketika diharuskan mencari saksi yang

beragama Islam, maka para pencari keadilan akan kesulitan.

¢! Anto Mutriady, Kedudukan Saksi, 148
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Jika dari cara menggali Keputusan hukum ada yang berpendapat
jika melihat teori pembagian istihsan, maka adanya kesaksian non-muslim
pada perkara perceraian tergolong istihsan giyasi, istihsan bi al-maslahah,
istihsan bi raf’ al-harj wa al-mashaqqah, istihsan bi al dharurah. Disebut
istthsan qiyasi karena saksi non-muslim biasanya terdiri dari selaku
saudara kandung, teman dan tetangga dari para pihak dan juga yang
mengetahui keseharian para pihak tersebut. Disebut istihsan bi al-
maslahah karena untuk kemaslahatan para pihak yang berperkara
walaupun saksi tersebut bukan muslim tetapi saksi non-muslim lah yang
mengetahui perkara. Sejalan dengan istihsan bi- raf’ al-harj wa al-
mashaqqah yakni menghilangkan kesulitan dengan menghadirkan saksi
non-muslim karena untuk mencari saksi muslim yang lebih mengetahui
perkara belum tentu kesaksiannya lebih baik daripada kesaksian
nonmuslim. Selanjutnya disebut istihsan bi al-dharurah karena dalam
keadaan darurat dan yang mengetahui perkara adalah saksi non muslim,
maka saksi tersebut diterima kesaksiannya. Berdasarkan hal di atas, maka
adanya kesaksian non-muslim pada perkara perceraian merupakan sesuatu
yang dianggap baik. Dengan begitu, kesaksian non-muslim dalam bingkai
istihsan karena mengedepankan kemaslahatan, diperbolehkan dalam
pembuktian sidang Pengadilan Agama. ©
Jika seumpamanya hukum Islam tidak mengikuti perkembangan

zaman dan harus dianut dengan fanatik seperti dahulu bisa jadi hukum

%2 Ahmad Misbahul Zaman, Analisis Istihsan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non
Muslim Pada Perkara Perceraian, Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law
Volume 08, Nomor 02, Desember 2018, 528.
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Islam akan dilupakan. Sekalipun itu di Pengadilan Agama sendiri yang
notabene berbasis Islam dan salah satu hukum materiilnya menggunakan
Al-Quran dan Hadits. Jika Pengadilan Agama tetap mempertahankan apa
yang tersurat dalam Al-Quran maupun Hadits tanpa ditelaah dengan baik,
yang diperkirakan bisa atau tidak diterapkan pada zaman sekarang,

tentunya tidak aka nada orang yang mau berperkara di Pengadilan Agama.



BAB IV

KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN SAKSI NON MUSLIM
DALAM 5 PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA

A. Lima Putusan Pengadilan Agama Yang Ada Saksi Non Muslim Dalam
Perkara Perceraian
1. Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan.”
Seperti putusan perceraian yang diperiksa oleh Pengadilan Agama
Tabanan yang mengajukannya saksi Putusan orang Non-Muslim yang
menjadi keluarga penggugat juga mengetahuinya keadaan dalam rumah
penggugat. Di dalam Putusan percerain ini mengenai kronologisnya
pemeriksaan orang saksi penggugat yang sudah dijelaskan berikut ini:
Duduk Perkara Putusan' Nomor  12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan
Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadilinya Putusan
pada Tingkat pertama ini telah menjatuhkan putusan dalam Putusan cerai
talak yang dijatuhkan oleh penggugat bapak xxx umur 34 tahun, beragama
Islam, pekerjaan karyawan (scurrity), Pendidikan SLTP, tempat tinggal di
Kota Denpasar. Selanjutnya, tergugat atas nama ibu xxxx umur 34 tahun,
Agama Hindu, pekerjaan karyawan garmen, Pendidikan SLTA, tempat
tinggal di Kabupaten Tabanan. Dimana telah terdaftarkan ke pada
paniteran Pengadilan Agama Tabanan dalam register Nomor

12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan.*

% Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.Pa.Tbnan
% Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan, 1.
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Dimana duduk perkaranya bahwa antara Penggugat dan tergugat
telah dilangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama kabupaten Cilacap. Bahwa pada waktu akad
nikah pemohon dan termohon berstatus jejaka dan gadis. Bahwa, dari
pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak
Bernama AP Perempuan 13 tahun. Jadi sejak tahun 2008 antara Pemohon
dan Termohon sering muncul perselisthan dan pertengkaran yang
mengakibatkannya hubungan kedua belah pihak ini akhirnya tidak
harmonis lagi. Bahwa, perselisthan Pemohon dan Termohon ini
disebabkan oleh, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon berani
membantah perkataan Pemohon apabila dikasih nasihat, selanjutnya
Termohon telah Kembali ke agama semula yakni agama Hindu dan
terbukti dari pengakuan Termohon yang berakibat tidak harmonisnya
rumah tangga. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon berpisah
tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah menjalani kewajiban
layaknya suami dan istri. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang
dijelaskan di atas sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun Kembali
Bersama Termohon untuk menjalakan rumah tangga yang Bahagia dimasa
yang akan datang.®

Untuk meneguhkan dalil gugatannya ini penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy kutipan akta nikah yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kabupaten cilacap. Disamping itu

%°Pengadilan Agama Tabanan, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan, 3.
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pula alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi dua orang

masing-masing yang:

a. Saksi 1, umur 64 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS,
tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, dan disumpah telah memberikan
keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi adalah ayah kandung termohon, saksi ini kenal
dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri menikah pada
tahun 2000 di jawa.

2) Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah secara Islam
dan pernikahannya tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh KUA

3) Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
Bersama di rumah saksi kemudian tinggal di Kerobokan Badung
dan terakhir Termohon pulang ke rumah saksi, karena pada saat
Pemohon berumah tangga dengan Termohon ternyata Termohon
sakit-sakitan dan akhirnya saksi ajak pulang ke rumah untuk
berobat.

4) Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang
anak Perempuan yang sekarang dalam asuhan Termohon

5) Bahwa saksi tahu sewakt menikah Pemohon dan Termohon
menganuat agam Islam, tetap setelah ditinggalkan oleh Peemohon,

Termohon menjalankan ritual agama hindu.®

% Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan, 6.
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b. Bahwa saksi II, umur 49 tahun, Agama Hindu, pekerjaan buruh,
tinggal di Kabupaten Tabanan, dibawah sumpahnya telah memberikan
keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi ini adalah ibu kandung Termohon, saksi kenal dengan
Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah di Jawa
tahun 2000 dan sudah dikaruniai anak Perempuan yang sekarang di
asuh Termohon.

2) Bahwa saksi tidak hadir di Pernikahan Pemohon dan Termohon,
tapi saksi tahu Pemohon dan Termohon pergi ke jawa untuk
menikah secara [slam.

3) Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2008 tidak harmonis, dan
Termohon sudah menganut agama Hindu yang di upacarai tahun
2011. Saksi tahu bahwa Termohon Kembali ke agama Hindu atas
keinginannya.

4) Bahwa saksi tahu sejak 2009 Pemohon dan Termohon sudah
berpisah tempat tinggal dan Pemohon pernah datang satu kali
untuk mengajak Termohon rukun lagi tapi Termohon tidak mau. '

Pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa bukti dua orang
saksi yang diajukan oleh pihak pemohon, ternyata keduanya adalah
orang-orang dekat dengan pemohon dan termohon kedua saksi tersebut

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan

%7 Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan, 7.
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berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau
pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah telah
saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan
pokok permohonan pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut
dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi,
Dimana kedua orang saksi menyampaikan keterangan bahwa pemohon
dan termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya dan
termohon pun telah Kembali ke ajaran agama hindu yang telah
diupacarai pada tahun 2011. Saksi-saksi juga mengetahui bahwa
pemohon dan-termohon. telah berpisah tempat tinggal sejak tahun
2009. Keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti
yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan pemohonan
pemohon dalam perkara ini.®®

2. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:

1190/Pdt.G/2015/PA.JS.

Pengadilan Agama Jakarta selatan yang memeriksa dan
mengadilinya Putusan pada tiingkat pertama ini telah menjatuhkaan
putusan dalam Putusan cerai gugat yang diajukam oleh Penggugat Ibu
xxxx, selanjutnya disebut Penggugat melawan bapak xxxx, selanjutnya
disebut Tergugat. Penggugat telah mengajukan surat gugatan tettanggal 30
April 2015 yang teelah terdaftarkannya kepada kepaniteran Pengadilan

Agama Jakarta selatan dalam register Nomor 1190/Pdt.G/2015/PA.JS.

% Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan, 8.
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Dimana duduk perkaranya bahwa pada tanggal 19 mei 1995 antara
Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar
Minggu, kota Jakarta Selatan, DKI Jakart. Bahwa dari perkawinana
tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan.
Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seringkali
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan karena sejak
awal pernikahan ternyata Tergugat tidak sepenuhnya bertanggung jawab
dalam memenuhi natkah keluarga sehingga penggugat yang harus juga
berkerja keras mencari tambahan nafkah bagi kebutuhan keluarga. *

Sementara tergugat tidak secara serius. berusaha “memenuhi
kewajibannya memenuhi kebutuhan nafkah keluarga bahkan dapat
dikatakan Tergugat menggantungkan hidupnya pada Penggugat padahal
seharusnya kebalikannya karena Tergugat adalah suami sekaligus kepala
keluarga, Tergugat juga telah menjaminkan kepada Bank BBVA di
Spanyol terhadap harta yang telah dibeli oleh Penggugat sehingga pada
akhirnya semakin membebani keuangan Penggugat untuk membiayai
keluarga, termasuk meminta bantuan kepada keluarga besar Penggugat di
Indonesia situasi yang tidak normal tersebut tersebut selalu menimbulkan
masalah dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun

lagi dalam sebuah rumah tangga.

% Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.JS, 1.
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Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang bagai neraka seperti itu
Penggugat sama sekali tidak ridho dan tidak ingin mempertahankan rumah
tangga lebih lama lagi bersama tergugat sehingga memutuskan lebih baik
bercerai daripada meneruskan terjadinya kezhaliman dan mudharat untuk
meneguhkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti
suray berupa fotocopy duplilat kutipan Akta Nikah yang dikelurkan oleh
Kantor Urusan Agama kecamatan pasar minggu. Disamping alat bukti
surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi dua orang masing-masing
yakni ;"

a. Saksi 1 umur 44 tahun Agama Kristen pekerjaan karyawan swasta,
dihadapan siding saksi tersebut memberikan keterangan dibawah
sumpah secara agama Kristen Protestan. Bahwa saksi kenal dengan
Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung
Penggugat.71
1) Keterangan saksi ini awal mula rumah tangga Penggugat dan

Tergugat rukun dan damai, namun sejak pulang ke Jakarta tahun

2013 yang lalu mulai tidak rukun adanya perselihan pertengkaran

karena masalah nafkah,

2) Bahwa semula rumah tangga rukun dan damai, Tergugat dan

Penggugat telah berpisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu mulai

tidak rukun dan sering bertengkar

7% Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.JS, 7.
7! Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.JS, 8.
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3) Saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berada di
Spanyol dan selama di jakarta kebutuhan rumah tangga Penggugat
ini dipenuhi oleh orang tua Penggugat.

4) Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha untuk mendamaikan
tetapi tidak berhasil

5) Biaya sekolah anak dibiayai oleh keluarga Penggugat, saksi tahu
karena sering saksi juga dimnta untuk membayarkan SPP anak
Pengguagat dan Tegugat.

b. Saksi II umur 43 tahun agama Islam pekerjaan karyawan swasta,
dihadapan sidang saksi- tersebut memberikan keterangan dibawah
sumpah secara agama Islam.

1) Keterangan saksi, Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.

2) Bahwa semula rumah tangga rukun dan damai hidup bersama di
Spanyol namun sejak Penggugat pulang ke Jakarta, mulai tidak
rukun dan sering berselisih saksi tahun pernah melihat mereka
bertengkar karena masalah nafkah

3) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2013.

Pertimbangan hukumnya, menimbang, bahwa, kesaksian yang
diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan,
penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling

terkait satu dengan yang, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat

72 Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.JS, 9.
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dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 jo Pasal 76
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang
saksi pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil
kesaksian, maka keterangan kedua saksi tersebut merupakan alat bukti
yang mempunyai nilai pembuktian.”
3. Putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA.Dps
Seperti putusan perceraian yang diperiksa oleh Pengadilan Agama
Denpasar yang mengajukannya saksi Putusan orang Non-Muslim yang
menjadi keluarga penggugat juga mengetahuinya keadaan dalam rumah
penggugat. Di dalam Putusan percerain ini mengenai kronologisnya
pemeriksaan orang saksi penggugat yang sudah dijelaskan berikut ini:
Duduk perkara putusan Nomor 137/Pdt.G/2019.PA . Dps.
Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadilinya Putusan
pada Tingkat pertama ini telah menjatuhkan putusan dalam Putusan cerai
gugat yang dijatuhkan oleh penggugat ibu xxxx umur 25 tahun, beragama
Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan D.3, tempat tinggal di
Kecamatan Denpasar Barat, kota Denpasar, provinsi bali. Selanjutnya,
tergugat atas nama bapak xxxx umur 31 tahun, agama Islam , pekerjaan
wiraswasta , Pendidikan SLTA, tempat tinggal dahulu Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan saat ini tidak diketahui
keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Penggugat telah

mengajukam surat gugatan tanggal 11 Maret 2019 yang  telah

7 Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.JS, 14.
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terdaftarkannya ke pada paniteran Pengadilan Agama Samarinda dalam
register Nomor 000/Pdt.G/2019.PA. Dps. Tanggal 11 Maret 2019.7
Dimana duduk perkaranya bahwa antara Penggugat dan tergugat
telah dilangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali
pada tanggal 09 April 2013 sesuai dengan kutipan akta nikah No :
170/14/iv/2013. bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat telah
hidup Bersama dan dikaruniai dua orang anak laki-laki. Bahwa awalnya
rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak
tahun 2017 sering terjadi- perselisihan dan pertengkaran disebabkan
seringnya cekcok, tergugat malas bekerja sehigga tidak bisa menafkahi
istri dan anak, tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak
bulan maret 2018, tergugat sering berutang diluar sepengetahuan
penggugat sehingga membuat malu penggugat dimuka umum karena
sering ditagih diluar sepengetahuan, dan sudah tidak ada kecocokan antara
penggugat dan tergugat. Bahwa puncak perselisihan bulan mareet 2018
sudah pisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan tempat kediaman
Bersama dengan alasan bekerja diluar, namun sejak itu tidak pernah ada
kabar sampai saat ini. Bahwa penggugat sudah menanyakan ke pihak
keluarga, teman saudara tentang keberadaan tergugat tapi tidak diketahui
secara pasti. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat

sangat sangat menderita lahir batin.

7 Putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA.Dps, 1.
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Untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukam
alat bukti berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Disamping alat bukti
surat tersebut peggugat juga mengajukan saksi dua orang masing-masing
yang :”

a. Saksi I, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar Bali, menerangkan yang selengkapnya sebagai berikut :

1) Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah
ibu kandung penggugat dan mengetahui hubungan bahwa menjadi
pasangan suami itri yang menikah tanggal 09 April 2013 di KUA
Denpasar Barat.

2) Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis
dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yang sekarang tinggal
denga penggugat

3) Bahwa terjadinya masalah mulai kehamilan penggugat enam bulan
yakni akhir tahun 2017 karena tidak memberikan nafkah baik ke
penggugat dan anaknya. Selanjutnya ada hal lain yakni tergugat
sering berhutang diam-diam dan penggugat yang melunasinya.

4) Bahwa akibat pertengkaran ini sejak bulan maret tahun 2018
tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan dan

tidak ada nafkah lahir dan batin bahkan komunikasi

7 Putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA.Dps, 9.
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5) Bahwa akibat dari kepergian tergugat tersebut dan tanpa kabar
telah memebuat penggugat menderita lahir batin.”

b. Saksi II, umur 45 agama katolik, penddikan SMA, pekerjaan karyawan
swasta, tempat tinggal di Denpasar barat kota Denpasar provinsi bali.
Bahwa sumpahnya menerangkan yang selengkpnya berikut ini :

1) Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena tetangga
dekat penggugat.

2) Bahwa semula rumah tangga penggugat tergugar berjalan harmonis
dan dikaruniai dua orang anak laki-laki.

3) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak
kehamilan Penggugat enam bulan yaitu kira-kira akhir tahun 2017
karena Tergugat tidak memberikan natkah baik kepada Penggugat
maupun anak-anaknya semenjak tahun 2018 sampai dengan
sekarang;

4) Bahwa akibat pertengkaran itu tergugat pergi meninggalakan
kediaman Bersama tanpa kabar sampai tidak ada nafkah lahir batin
dan komunikasipun tidak ada.

5) Bahwa akibat dari kepergian tergugat tersebut dan tanpa kabar
kapan pulang telah membuat penggugat menderita lahir batin.”’

Mengenai hukumnya, menimbang bahwa saksi-saksi, keduanya
adalah saksi dari orang dekat penggugat dan tergugat yang telah

memberikan keterangan didepan sidang di bawah sumpahnya yang

76 putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA.Dps, 4.
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pada pokoknya adalah antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada
keharmonisan dan kecocokan lagi, serta tidak ada harapan akan rukun
Kembali dalam rumah tangga mereka yang disebabkan karena tergugat
selain tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat
dan tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat
semenjak bulan maret 2018 yang lalu sampai dengan sekarang bahkan
terakhir tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya di seluruh
wilayah Indonesia. Menimbang bahwa majelis hakim telah
mendengarkan keterangan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan
pasal 76 ayat (1) undag-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan keduua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama’®
4. Putusan Pengadilan Agama Samarinda No: 904/Pdt.G/2013.PA.Smd
Seperti putusan perceraian yang diperiksa oleh Pengadilan Agama
Samarinda yang mngajukannya saksi Putusan orang Non-Muslim yang
menjadi teman kerja dan tetangga penggugat juga mengetahuinya keadaan
dalam rumah penggugat. Di dalam Putusan percerain ini mengenai
kronologisnya pemeriksaan orang saksi penggugat yang sudah dijelaskan
berikut ini
Duduk Perkara Putusan Nomor 904/Pdt.G/2013.PA.Smd.
Pengadilan Agama Samarinda yang memriksa dan mengadilinya Putusan

pada Tingkat pertama ini telah menjatuhkan putusan dalam Putusan cerai

78 Putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA.Dps, 7.
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talak yang dijatuhkan oleh penggugat bapak xxx umur 49 tahun, beragama
Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kelurahan
Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.
Selanjutnya, tergugat atas nama ibu xxxx umur 44 tahun, agama Islam ,
pekerjaan ibu rumah tangga , Pendidikan SLTA, tempat tinggal di
Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.
Penggugat telah mengajukam surat gugatan tanggal 25 Mei 2015 yang
telah terdaftarkannya ke pada paniteran Pengadilan Agama Samarinda
dalam register Nomor 137/Pdt.G/2019.PA. Dps. Tanggal 25 Mei 2015."
Dimana duduk perkaranya bahwa antara Penggugat dan tergugat
telah dilangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda dalam
akta nikah NO:290/32/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 . Bahwa pada waktu
akad nikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di tempat kediaman
Bersama di Kota Samarnda selama 3 tahun dan belum dikaruniai
keturunan. Bahwa sejak januari 2015 pemohon dan termohon sudah mulai
tidak rukun dan sering berselisih. Bahwa penyebab perselisihan
dikarenakan pemohon dan termohon berbeda agama dan keyakinan,
Dimana sebelum menikah Termohon beragama Kristen dan sewaktu
hendak menikah dengan Pemohon, Termohon pindah agama dan memeluk
agama Islam, akan tetapi sekarang Termohon telah Kembali keagamanya

semula yakni agama Kristen, pemohon melihat secara langsung bahwa

7 Putusan Pengadilan Agama Tabanan, Putusan Nomor 904/Pdt.G/2013.PA.Smd, 1.
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Termohon ini masuk ke gereja dan Termohon mengakui bahwa telah

Kembali ke agamanya semula yakni Kristen. Bahwa Pemohon telah

berusaha menasehati Termohon untuk Kembali ke agama Islam, tetapi

tidak berhasil dan pihak keluarga juga menasehati tetapi tidak berhasil.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April

tahun 2015, akibatnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman dan sejak

itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang.*
Untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukam alat bukti berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Disamping

alat bukti surat tersebut peggugat juga mengajukan saksi dua orang

masing-masing yang :*'

a. Saksi I, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tinggal di
Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Samarinda, memeberikan
keterangan yang sebagai berikut :

1) Bahwa saksi kenal Pemohon dan termohon , karena termohon
teman kerja dengan saksi sejak 7 tahun yang lalu

2) Bahwa dalam pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai
anak

3) Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak
harmonis sejak tahun 2015 dan saksi pernah melihat dan

mendengar langsung pemohon dan termohon bertengkar

% Putusan Pengadilan Agama Tabanan, Putusan Nomor 904/Pdt.G/2013.PA.Smd, 2.
8! Putusan Pengadilan Agama Tabanan, Putusan Nomor 904/Pdt.G/2013.PA.Smd, 3.



84

4) Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan
termohon dikarenakan termohon Kembali kepada agamanya
semula (Kristen) dan mengakibatkan sering terjadi pertengkaran.
Pemohon dan termohon telah berpisah tempat sejak April tahun
2015.

5) Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati termohon agar
tetap pada agam silam namun tetap Kembali kepada agamanya
sblm menikah (Kristen)®*

b. Saksi ke II, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat di jalam kamboja RT 35 No. 04 kelurahan rawa
Makmur =~ kecamatan palaran samarinda. Memberikan keterangan
sebagai berikut:

1) Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena bertetangga
sejak beberapa tahun yang lalu.

2) Bahwa dalam pernikahan pemohon dan termohon belum dikarunia
anak dan muali tidak harmonis sejak awal tahun 2015.

3) Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung bertengkar,
penyebab ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan
termohon Kembali kepada agama Kristen.

4) Bahwa saksi mengetahui termohon Kembali ke agama Kristen,

karena aksi ke gereja Bersama dan mengadakan kebaktian.

%2 Putusan Pengadilan Agama Tabanan, Putusan Nomor 904/Pdt.G/2013.PA.Smd, 4.
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5) Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan April 2015 dan tidak berkumpul lagi dan pihak keluarga
sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak
berhasil karena termohon tetap pada agama Kristen.™
Pertimbangan hukum, menimbang, bahwa saksi-saksi dari orang

dekat dari pemohon dan termohon tersebut telah memberikan keterangan
didepan siding dibawah sumpahnya, keterangnnya disasarkan kepada
penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada
pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan
keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti menginat pasal 76
ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 22 ayat (2) peraturan
pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 307, 308, 309 Rbg.84
5. Putusan Pengadilan Agama Denpasar 261/Pdt.G/2019/PA.Dps
Seperti putusan perceraian yang diperiksa oleh Pengadilan Agama
Denpasar yang mengajukannya saksi Putusan orang Non-Muslim yang
menjadi teman kerja dan tetangga penggugat juga mengetahuinya keadaan
dalam rumah penggugat. Di dalam Putusan percerain ini mengenai
kronologisnya pemeriksaan orang saksi penggugat yang sudah dijelaskan
berikut ini
Duduk Perkara Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2019/PA.Dps
Pengadilan Agama Denpasar yang memriksa dan mengadilinya Putusan

pada Tingkat pertama ini telah menjatuhkan putusan dalam Putusan cerai

% Putusan Pengadilan Agama Tabanan, Putusan Nomor 904/Pdt.G/2013.PA.Smd, 4.
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talak yang dijatuhkan oleh penggugat Pemohon xxxx ,umur 35 tahun,
beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SMA, tempat
tinggal perumahan griya abasan 25, Br. Padang sambian, kecamatan
Denpasar barat, kota Denpasar Selanjutnya, termohon xxxx umur 32
tahun, agama Islam , pekerjaan karyawan swasta , Pendidikan SMA, dulu
bertempat tinggal di jalan gunuk salak, Gg patas perumahan griya abasan
25 Br. Padang sambian Denpasar barat kota Denpasar dan sekarang tidak
diketahui keberadaannya di seluruh wilayah republik Indonesia.
Penggugat telah mengajukam surat gugatan tanggal 21 Mei 2019 yang
telah. terdaftarkannya kepada paniteran Pengadilan Agama Denpasar
dalam register Nomor 261/Pdt.G/2019.PA.Dps . Tanggal 22 Mei.*
Dimana duduk perkaranya bahwa antara Penggugat dan tergugat
telah dilangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama kecamatan srono kota Banyuwangi
berdasarkan akta nikah nomor 561/69/VIII/2006 tertanggal 22 Agustus
2006. Bahwa pernikahan pemohon dan termohon telah hidup rukum dan
dikaruniai dua orang anak Perempuan. Bahwa awalnya rumah tangga
pemohon termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengah 2016
terjadi perselisihan disebabkan karena termohon ketahuan selingkuh
dengan laki-laki lain, termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang di
berikan pemohon, tidak terjalin komunikasi yang baik, pemohon dan

termohon tidak ada kecocokan. Bahwa puncaknya terjadi September 2017

% Pengadilan Agama Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2019.PA Dps, 1.
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yaakni termohon meinggalkan pemohon. Bahwa pemohon sudah berusaha
menanyakan kepada teman kerabat namun tidak ada yang tahu. Bahwa
pemohon mohon kepada majelis hakim memeriksa dan memutus agar
memberi izin kepada pemohon untuk talak satu roj’l terhadap termohon di
hadapan sidang.

Untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukam
alat bukti berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan srono Kabupaten banyuwangi. Disamping alat bukti
surat tersebut peggugat juga mengajukan saksi dua orang masing-masing
yang: ™
a. Saksi I, lahir 6 mei 1982, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan

SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di JL. Mertasari Gg. Nangka

No.05 banjar pengubengan kauh badung provinsi bali. Yang telah

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut :

1) Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi
sebagai teman kerja pemohon dan pemohon benar tinggal di
Denpasar sebagaimana Alamat yang ada dalam surat

2) Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan di KUA kecamatan
srono kabupaten Banyuwangi , Provnsi Jawa Timur pada Tanggal

21 Agustus 2006

% Putusan Pengadilan Agama Denpasar 261/Pdt.G/2019/PA.Dps, 5.
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3) Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di
Denpasar dan dikaruniai dua orang anak.

4) Bahwa pada awalnya berumah tangga rukun dan harmonis, namun
saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pihak
keluarga masing-masing selalu ikut campur dan mengurus rumah
tangga sehingga sejak 8 bulan lalu termohon pergi dari rumah
tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya diseluruh
wilayah Indonesia.®’

b. Saksi II, umur 48 tahun, Agama Katolik, pekerjaan wiraswasta
(pelukis), tempat tinggal JL.. Gunung patas I griya abasan no.25
padang sambian kelod, kota Denpasar, yang telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi
sebagai teman kerja pemohon dan benar pemohon tinggal di
Denpasar bertetangga dengan saksi

2) Bahwa pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan
dihadapan pejabat KUA kecamatan srono kabupaten Banyuwangi
dan

3) Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon dikaruniai dua
orang anak

4) Bahwa pada awalnya berumah tangga rukun dan harmonis, namun

saat ini sering terjadi perselisthan dan pertengkaran yang

%7 Pengadilan Agama Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2019.PA Dps, 4.



89

disebabkan termohon sering membangkan dan membentak
pemohon, termohon pergi pemohon tanpa pamit dan kabar hingga
6 bulan tidak diketahui alamatnya diseluruh Indonesia.
5) Bahwa saksi sudah berusaha menasehati, namun Pemohon tetap
mau cerai.*®
Pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa berdasarkan
keterangan dua orang saksi keterangan dua orang saksi tersebut
menjelaskan mengenai tempat tinggal pemohon di jalan gunung salak,
Gg. Patas, perumahan Griya Abasan 25 Br Padang sambian,
kecamatan Denpasar  barat. - Sehingga bukti saksi - tersebut telah
memenuhi syarat formal (pasal 172 ayat 1) dan syarat materil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian ayang sempurna , sesuai pasal 308
Rbg.*
B. Analisa Hukum Kedudukan Dan Keabsahan Saksi Non Muslim Dalam
Putusan Pengadilan Agama
1. Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan
Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadilinya
Putusan pada Tingkat pertama ini telah menjatuhkan putusan dalam
Putusan cerai talak yang dijatuhkan oleh penggugat bapak xxx umur 34
tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan (scurrity), Pendidikan SLTP,

tempat tinggal di Kota Denpasar. Selanjutnya, tergugat atas nama ibu xxxx

% Pengadilan Agama Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2019.PA.Dps, 5.
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umur 34 tahun, Agama Hindu, pekerjaan karyawan garmen, Pendidikan
SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan.

Pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa bukti dua orang saksi
yang diajukan oleh pihak pemohon, ternyata keduanya adalah orang-orang
dekat dengan pemohon dan termohon kedua saksi tersebut telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan
pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran
sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah telah saling mendukung
serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan
pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah
memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, Dimana kedua orang saksi
menyampaikan keterangan bahwa pemohon dan termohon sudah tidak
harmonis lagi dalam rumah tangganya dan termohon pun telah Kembali ke
ajaran agama hindu yang telah diupacarai pada tahun 2011. Saksi-saksi
juga mengetahui bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat
tinggal sejak tahun 2009. Keterangan saksi-saksi a quo telah dapat
diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan
alasan pemohonan pemohon dalam perkara ini.”

menerima permohonan permohon untuk diperiksa Permohonannya
karena secara legal standing sudah benar dan sesuai dengan Dasar hukum
Undang-undang No 01 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat (1)

bahwa perceraian dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama. Peraturan

% Putusan Pengadilan Agama Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan, 8.
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Pemerintah No 09 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 01
Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 14 ayat (1).”!
Penerimaan saksi non muslim ini disebabkan keterangan dari saksi
non muslim karena berkaitan dengan alat pembuktian yang bisa
memperjelas suatu Putusan dan mengungkap kebenaran Putusan. Dari
penjelasan dan keterangan seorang saksi tersebut, yang notabennya semua
saksi adalah beragama Hindu semua yang saling memiliki keterkaitan
antara satu dengan yang lain yakni untuk memberikan penjelasan dan
keterangan yang memeliki tujuan untuk memperjelas suatu Putusan yang
terjadi antara Tergugat dan Penggugat. Yang terpenting saksi memberikan
penjelasan dengan jujur benar yang dapat dipercaya juga disertainya
dengan sumpah menurut agama masing-masing.
Penjelasan seorang saksi ini sudah memenuhi syarat formil dan
materil yakni
a. Berumur 15 tahun keatas
Anak-anak yang belum umur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 Jo. Ayat
4 HIR Pasal 172 ayat 1 sub 5 Rbg 1912 BW).

b. Sehat akalnya
Hal ini diatur dalam pasal 145 ayat 1sub 4 HIR, 172 ayat 1 sub 5 Rbg
1912 BW

c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dari salah satu pihak menurut

keturunan yang lurus

°! Undang-undang No 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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d. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipn
bercerai ini diatur dalam Pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR, 172 AYAT 1
SUB 3 Rbg.

e. Menghadap persidangan

f. Mengangkat sumpah menurut agamanya. Sebelum memberikan
keterangan saksi disumpah dulu Pasal 147 HIR, pasal 175 Rbg dan
1911 KUHPer

g. Berjumlah sekurang-kuragnya 2 orang saksi atau dikuatkan dengan
bukti lain.

h. Dipanggil masuk ke ruangan sidang satu demi satu.

i. Memberikan keterangan secara lisan.”?

Syarat materil

a. Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan peristiwa yang
dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Yang sesuai dengan
Pasal 171 HIR/308 R.Bg ayat 2).

b. Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan yang
melihat sendiri fakta atau periwtiwa tersebut benar-benar relevan
kaitannyya dengan perkara yang di sengketakan

c. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu
dengan yang lain atau alat bukti yang sah. Pasal 170 HIR dan Pasal
307 R.Bg,

d. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

% Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama , (Jogyakarta : Pustaka Pelajar),
1996, 160.
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Yang terpenting sudah memenuhi syarat formil untuk menjadi
saksi tanpa melihat sisi agama saksi karena tidak ditentukan didalam
persyaratan saksi tersebut. Syarat materil juga dijadikan tumpuan yakni
memberikan fakta peristiwa yang dilihatnya sendiri tanpa lewat orang lain
karena masih keterkaitannya dengan keluarga yakni bapak dan ibu
kandung tergugat.

Penerimaan saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni terdiri dari
saksi dua orang sesuai terdiri ayah kandung dan ibu kandungnya yang
beragama Hindu semua. Bahwa dalam kasus ini dilihat dari kemajemukan
bangsa Indonesia jelas adanya yakni perbedaan agama terjadi dalam satu
keluarga, bapak ibunya beragama Hindu, dan anaknya beragama Islam.
Karena dengan jelas yang mengetahui pertengkaran Pemohon dengan
istrinya hinga istrinya murtad Kembali ke agama Hindu yang pernah
dianutnya. Orang tua Pemohon selain mengetahui problem rumah tangga
anaknya, juga memberikan keterangan bahwa saksi keduanya jelas
mengetahui anaknya telah berpisah rumah sudah lama sehingga tidak
terjadi lagi hubungan layaknya suami istri

Kemudian yang menjadi masalah alasan perceraian yang diajukan
oleh Pemohon karena istrinya tidak taat pada suaminya, dan juga karena
istrinya Kembali lagi ke Agama Hindu (Murtad) karena sebelum menikah
awalnya beragama Hindu. Hal ini berdasar hukum pada No 01 Tahun 1974
tentang perkawinan Pasal 39 ayat (2) bahwa perceraian dapat dilakukan

jika salah satu pihak melakukan Tindakan yang bertentangan dengan
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agama, lebih jelas juga pada dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal
116.

Daari alasan diatas mejelaskan mengenai alasan tergugat
mengajukan permohannya karena salah satu alasannya yakni murtad yang
sudah diatur dalam pasal di atas dan merupakan alasan penting. Namun
yang perlu dikritisi adalah Pertimbangan hakim tidak menampilkan dasar
hukum Islam atas penerimaan saksi non muslim tersebut, hanya sesuai
dengan hukum positifnya saja.

Selain dasar hukum tersebut, pertimbangan hakim harus juga
memenuhi tiga unsur yakni; keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan
kepastian hukum. Hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya
berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang
terkandung di Masyarakat hal ini juga perintah Undang-undang Pasal 28
ayat (1) yang berbunyi; hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami
nilai-nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat.

Menurut teori Gustav Radbruch mengenai keadilan dalam putusan
ini sudah dikatakan adil disebabkan karena sudah diterimanya
permohonana dari pihak penggugat apabila ini ditolak oleh majelis hakim
maka akan mengakibatkan tidak memihak yang benar. Kedua mengenai
kemanfaatan dalam putusan ini sudah memberikan baik bagi pihak yang
merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Ketiga
mengenai kepastian hukumnya; dalam putusan ini majelis hakim hanya

menjelaskan atau mencantumkan penerimaan saksi non muslim ini dari
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segi hukum positifnya sajaa tanpa mencantumkan dari segi Undang-
undang Pengadilan Agama, apabila kita melihat didalam pengadilan
agama ada asas personalitas keislaman Dimana kasus sekarang ini sudah
sangat melanggar karena pengadilan agama mempunyai Lex spesialis
yakni Undang-undang atau hukum yang dikhususkan mengesampingkan
hukum yang bersifat umum.

Karena ada kekosongan hukum disini majelis hakim memakai
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 di dalam pasal 54 yang
menentukan sebagai berikut: Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang
berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. maka
Kembali lagi ke hukum positif untuk mengambil putusan ini.

Mengenai Pandangan Hukum Islam terhadap saksi non muslim
terdapat berapa pandangan dari para ulama ada yang menerima dan ada
yang menolak. Imam Nawawi dalam Syarh al-Muhazzab menolak
kesaksian non muslim, sebagaimana pernyataannya berikut ini :”* “Tidak
diterima kesaksian orang kafir sebagaimana diriwayatkan Muadz, bahwa
ia berkata : Rasullullah saw bersabda : tidak diterima kesaksian seorang
pemeluk agama dengan pemeluk agama lain, melainkan ia seorang
muslim, karena sesungguhnya orang muslim itu berlaku adil terhadap diri.

Wahbah Azzuhaili dalam kitab Figh Islam Aladilatuhu,*  dalam

% An-Nawawi, AI-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab,.20-29.
* Wahbah Azzuhaili, Figh Islam Wa Adilatuhu Jilid 8, Darul Fikr,198.
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keterangannya bahwa Tidak diterima kesaksian seorang kafir terhadap
seorang muslim, begitu juga kesaksian orang kafir atas orang kafir.

Berbeda dengan pendapat yang memperbolehkan dengan Abu
Hanifah yang menerima kesaksian seorang kafir atas orang kafir, dan
Imam Ahmad pada kasus wasiat dalam keadaan musafir saja, baik yang
dipersaksiakan itu orang muslim atau orang kafir. Hal ini berdasarkan
firman Allah pada surah al Maidah : 106, Albagoroh: 282.

Salah satu ulama yang memperbolehkan yakni pemikiranya tentang
saksi non muslim yang di pakai Negara negara Islam adalah ibnu gayyim.
Ibnu. qayyim mengemukakan bahwa masalah persaksian yang penting
adalah saksi-saksi tersebut ‘dapat mengungkapkan tabir yang menutup
kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu
adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat
dijamin kepercayaannya.

Jadi didalam putusan ini mengenai saksi non muslim yang diajukan
oleh Tergugat Dimana dua orang saksi semua beragama Hindu yang
disumpah dengan agama masing-masing dapat diterima karena sudah
memenuhi syarat formil maupun materil yang berlaku Oleh itu hukum
acara yang berlaku di Pengadilan Agama di berlakukan sama dengan
hukum acara Peradilan Umum Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 jo. Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 54 ini
yang mengandung arti bahwa hukum acara berlaku di Pengadilan Agama

yang berlaku pula didalam Peradilan umum ataupun juga berdasar pada
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Pasal 171 dan 172 HIR. Jika melihat pandangan Hukum Islam apabila kita
memilih ulama yang tidak memperbolehkan maka tidak sah kesaksiannya,
begitu juga sebaliknya.
2. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan ~ Nomor

1190/Pdt.G/2015/PA.JS

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan
mengadilinya Putusan pada Tingkat pertama ini telah menjatuhkan
putusan dalam Putusan cerai gugat yang dijatuhkan oleh Penggugat Ibu
XxxX, selanjutnya disebut Tergugat mlawan bapak xxxx.”

Pertimbangan hukumnya,  menimbang, bahwa, kesaksian yang
diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan,
penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling
terkait satu dengan yang, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat dan
Tergugat, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 jo Pasal 76 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi
pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian,
maka keterangan kedua saksi tersebut merupakan alat bukti yang
mempunyai nilai pembuktian.”®

Kemudian yang menjadi masalah alasan perceraian, alasan rumah
tangga tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

karena sejak awal pernikahan Tergugat tidak sepenuhnya bertanggung

jawab dalam memenuhi nafkah keluarga sehingga Penggugat yang harus

% Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.JS, 1.
% Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.JS, 14.
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bekerja keras mencari naftkah bagi kebutuhan keluarga, puncaknya sejak
2013 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, telah
kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, sejak itu tidak pernah melakukan
hubungan sebagai mana layaknya suami istri. Penggugat mendasarkan
gugatan cerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi
Hukum Islam.”’

Dari penjelasan dan keterangan saksi diatas tersebut, baik yang
beragama Islam maupun yang beragama Kristen protestan pada dasarnya
memiliki keterkaitan antara kesaksian dengan yang lain yakni memberikan
penjelasan dan keterangan bertujuan untuk memperjelas suatu Putusan
yang terjadi pada Tergugat dan Penggugat. Yang terpenting saksi
memberikan keterangan yang jujur dan benar yang dapat dipercaya yang
disertai dengan sumpah menurut agama masing-masing dan pantang
melanggar sumpahnya.

Penjelasan seorang saksi ini sudah memenuhi syarat formil dan
materil yakni
a. Berumur 15 tahun keatas

Anak-anak yang belum umur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 Jo. Ayat

4 HIR Pasal 172 ayat 1 sub 5 Rbg 1912 BW).

*7 Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1190/Pdt.G/2015/PA.JS. 12.
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Sehat akalnya

Hal ini diatur dalam pasal 145 ayat 1sub 4 HIR, 172 ayat 1 sub 5 Rbg
1912 BW

Tidak ada hubungan keluarga sedarah dari salah satu pihak menurut
keturunan yang lurus

Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipn
bercerai ini diatur dalam Pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR, 172 AYAT 1
SUB 3 Rbg.

Menghadap persidangan

Mengangkat sumpah menurut agamanya. Sebelum memberikan
keterangan saksi disumpah dulu Pasal 147 HIR, pasal 175 Rbg dan
1911 KUHPer

Berjumlah sekurang-kuragnya 2 orang saksi atau dikuatkan dengan
bukti lain.

Dipanggil masuk ke ruangan sidang satu demi satu.

Memberikan keterangan secara lisan.”®

Syarat materil

Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan peristiwa yang

dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Yang sesuai dengan

Pasal 171 HIR/308 R.Bg ayat 2).

% Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama , (Jogyakarta : Pustaka Pelajar),

1996, 160.
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f. Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan yang
melihat sendiri fakta atau periwtiwa tersebut benar-benar relevan
kaitannyya dengan perkara yang di sengketakan

g. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu
dengan yang lain atau alat bukti yang sah. Pasal 170 HIR dan Pasal
307 R.Bg,

h. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Yang terpenting sudah memenuhi syarat formil untuk menjadi
saksi tanpa melihat sisi agama saksi karena tidak ditentukan didalam
persyaratan saksi tersebut. Syarat materil juga dijadikan tumpuan yakni
memberikan fakta peristiwa yang dilihatnya sendiri tanpa lewat orang lain
karena masih keterkaitannya dengan keluarga yakni adik kandung
penggugat dan adik kandung tergugat.

Jadi dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum acara
perdata tidak ada persyaratan khusus untuk diterima sebagai seorang saksi
dalam hal yang mengenai jenis kelamin dan juga dari sifat seseorang,
perbedaan agama dan keyakinan tidak menjadi halangan untuk diterimnya
seseorang menjadi saksi, sebab pembuktian merupakan cara untuk
mengungkapkan suatu kasus yang mencari kebenaran antara para pihak
dimuka majelis hakim dengan hal ini keadilan dapat ditegakan. Oleh itu
hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama di berlakukan sama
dengan hukum acara Peradilan Umum Pasal 54 Undang-undang Nomor 7

tahun 1989 jo. Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 54
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ini yang mengandung arti bahwa hukum acara berlaku di Pengadilan
Agama yang berlaku pula didalam Peradilan umum.

Pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu Kesimpulan
bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken
marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadiya perceraian
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
patut untuk dikabulkan. sudah sulit akan hidup rukun lagi dalam rumah

Selain dasar hukum tersebut, pertimbangan hakim harus juga
memenuhi tiga unsur yakni; keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan
kepastian hukum. Hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya
berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang
terkandung di masyarakat hal ini juga perintah Undang-undang Pasal 28
ayat (1) yang berbunyi; hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami
nilai-nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat.

Menurut teori Gustav Radbruch mengenai keadilan dalam putusan
ini sudah dikatakan adil disebabkan karena hakim sudah berlaku adil,
sudah diterimanya permohonan dari pihak penggugat apabila ini ditolak
oleh majelis hakim maka akan mengakibatkan tidak memihak yang benar.
Kedua mengenai kemanfaatan dalam putusan ini sudah memberikan
manfaatnya baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang
merasa tidak dirugikan. Ketiga mengenai kepastian hukumnya,; dalam

putusan ini majelis hakim hanya menjelaskan atau mencantumkan
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penerimaan saksi non muslim ini dari segi hukum positifnya saja bahwa
saksi tidak dijelaskan mengenai agamanya tapi mengenaik persaksiannya
sesuai dengan syarat formil dan materil, didalamnya tanpa mencantumkan
dari segi Undang-undang Pengadilan Agama mengenai saksi, apabila kita
melihat didalam pengadilan agama ada asas personalitas keislaman
Dimana kasus sekarang ini sudah sangat melanggar karena pengadilan
agama mempunyai Lex spesialis yakni Undang-undang atau hukum yang
dikhususkan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Karena ada kekosongan hukum disini majelis hakim memakai
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 di dalam pasal 54 yang
menentukan sebagai berikut: Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang
berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. maka
Kembali lagi ke hukum positif untuk mengambil putusan ini.

Namun yang perlu dikritisi adalah Pertimbangan hakim tidak
menampilkan dasar hukum Islam atas penerimaan saksi non muslim
tersebut, hanya sesuai dengan hukum positifnya saja.

Padahal berdasarkan hasil dan pembahasan maka ditemukan
pandangan Islam terhadap saksi non muslim terdapat berapa pandangan
dari para ulama ada yang menerima dan ada yang menolak. Imam Nawawi
dalam Syarh al-Muhazzab menolak kesaksian non muslim, sebagaimana

pernyataannya berikut ini %9 “Tidak diterima kesaksian orang kafir

* An-Nawawi, AI-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab,.20-29.



103

sebagaimana diriwayatkan Muadz, bahwa ia berkata : Rasullullah saw
bersabda : tidak diterima kesaksian seorang pemeluk agama dengan
pemeluk agama lain, melainkan ia seorang muslim, karena sesungguhnya
orang muslim itu berlaku adil terhadap dirinya. Wahbah Azzuhaili dalam
kitab Figh Islam Aladilatuhu,:"”" dalam keterangannya bahwa Tidak
diterima kesaksian seorang kafir terhadap seorang muslim, begitu juga
kesaksian orang kafir atas orang kafir.

Berbeda dengan pendapat yang menerima Abu Hanifah yang
menerima kesaksian seorang kafir atas orang kafir, dan Imam Ahmad pada
kasus wasiat dalam keadaan musafir saja, baik yang dipersaksiakan itu
orang muslim atau orang kafir. Hal ini berdasarkan firman Allah pada
surah al Maidah : 106, Albaqoroh: 282.

Jika kita melihat diterimanya putusan ini mengenaii saksi non
muslim maka putusan ini mengambil dari tokoh Ibnu gayyim yang
mengemukakan bahwa masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi
tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-
orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-
orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin
kepercayaannya.

Jadi didalam putusan ini mengenai saksi non muslim yang diajukan
oleh Tergugat Dimana dua orang saksi yang salah satunya beragama

Kristen Protestan yang disumpah dengan agama masing-masing dapat

1% Wahbah Azzuhaili, Figh Islam Wa Adilatuhu Jilid 8, Darul Fikr,198.
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diterima karena sudah memenuhi syarat formil maupun materil yang
berlaku oleh itu hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama di
berlakukan sama dengan hukum acara Peradilan Umum Pasal 54 Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 jo. Jika melihat pandangan Hukum Islam apabila kita memilih ulama
yang tidak memperbolehkan maka tidak sah kesaksiannya, begitu juga
sebaliknya.
3. Putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA.Dps

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadilinya
Putusan pada Tingkat pertama ini telah menjatuhkan putusan dalam
Putusan cerai gugat yang dijatuhkan oleh Penggugat Ibu xxxx umur 25
tahun beragama Islam, selanjutnya disebut Tergugat melawan bapak xxxx.
Umur 31 tahun beragama Islam.

Mengenai hukumnya, menimbang bahwa saksi-saksi, keduanya
adalah saksi dari orang dekat penggugat dan tergugat yang telah
memberikan keterangan didepan sidang di bawah sumpahnya yang pada
pokoknya adalah antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada
keharmonisan dan kecocokan lagi, serta tidak ada harapan akan rukun
Kembali dalam rumah tangga mereka yang disebabkan karena tergugat
selain tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan
tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat semenjak bulan
maret 2018 yang lalu sampai dengan sekarang bahkan terakhir tergugat

sudah tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Indonesia.
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Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan dua
orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) undag-undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan keduua atas undang-undang
nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.'"'

Majelis hakim menerima keterangan dari saksi non muslim karena
berkaitan dengan alat pembuktian yang bisa memperjelas suatu Putusan
dan mengungkap kebenaran Putusan. Dari penjelasan dan keterangan
seorang saksi tersebut, yang notabennya salah satu saksi adalah beragama
Katolik semua yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang
lain yakni untuk memberikan penjelasan dan keterangan yang memeliki
tujuan untuk memperjelas suatu Putusan yang terjadi antara Tergugat dan
Penggugat. Yang terpenting saksi memberikan penjelasan dengan jujur
benar yang dapat dipercaya jga disertainya dengan sumpah menurut agama
masing-masing.

Yang terpenting sudah memenuhi syarat formil untuk menjadi
saksi tanpa melihat sisi agama saksi karena tidak ditentukan didalam
persyaratan saksi tersebut. Syarat materil juga dijadikan tumpuan yakni
memberikan fakta peristiwa yang dilihatnya sendiri tanpa lewat orang lain
karena masih keterkaitannya dengan keluarga yakni tetangga dekat dan ibu
kandung pengugat. Yang dinilai pada dasarnya adalah materi kesaksiannya

bukannya keberagaman dari seorang saksi

%" Putusan Pengadilan Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA.Dps, 7.



106

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menerima saksi
yang diajukan oleh Pemohon yakni terdiri dari saksi dua orang sesuai
terdiri tetangga dekat dan ibu kandungnya yang beragama Islam ada juga
tetangganya beragama Katolik . Bahwa dalam kasus ini dilihat dari
kemajemukan bangsa Indonesia jelas adanya yakni perbedaan agama
terjadi dalam satu lingkungan . Karena dengan jelas yang mengetahui
pertengkaran antara Pemohon dan termohon terhadap perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi . Orang tua Pemohon dan tetangga dekatnya
selain mengetahui problem rumah tangga anaknya, juga memberikan
keterangan bahwa saksi keduanya jelas mengetahui anaknya telah berpisah
rumah sudah lama sehingga tidak terjadi lagi hubungan layaknya suami
istri

Kemudian yang menjadi masalah alasan perceraian, bahwa yang
menjadi pokok masalah antara penggugat dan tergugat terus menerus
terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi
untuk rukun Kembali, yang disebabkan selain tergugat tidak bekerja dan
tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat dan kepada
anaknya, serta tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama
tanpa alasan yang jelas kurang lebih 2 tahun.

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga anatara
penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dapat

disatukan Kembali, telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf



107

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam.'®?

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Pasal 149
R.Bg. dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam sebabagaimana dalam kitab
Ahkam Al-Qur’an Juz II halaman 405 yang artinya : Barang siapa yang
dipanggil hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia
tidak memenuhi penggilan itu, makai a termasuk orang yang dhalim dan
gugurlah haknya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Pasal 165
R.Bg dan sesuai dengan Kaidah hukum Islam dalam kitab AL-Bajuri Juz
Il halaman 345 yang berbunyi sebagai berikut : Artinya : Apabila
penggugat mempunyai buti/saksi, maka hakim menerima gugatannya;'”

Selain dasar hukum tersebut, pertimbangan hakim harus juga
memenuhi tiga unsur yakni; keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan
kepastian hukum. Hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya
berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang
terkandung di masyarakat hal ini juga perintah Undang-undang Pasal 28
ayat (1) yang berbunyi; hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami
nilai-nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat.

Menurut teori Gustav Radbruch mengenai keadilan dalam putusan

ini sudah dikatakan adil disebabkan karena hakim sudah berlaku adil,

sudah diterimanya permohonan dari pihak penggugat apabila ini ditolak

192 pytusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 137/Pdt.G/2019.PA.Dps. 8.
1% Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 137/Pdt.G/2019.PA.Dps. 9.
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oleh majelis hakim maka akan mengakibatkan tidak memihak yang benar.
Kedua mengenai kemanfaatan dalam putusan ini sudah memberikan
manfaatnya baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang
merasa tidak dirugikan. Ketiga mengenai kepastian hukumnya,; dalam
putusan ini majelis hakim hanya menjelaskan atau mencantumkan
penerimaan saksi non muslim ini dari segi hukum positifnya saja bahwa
saksi tidak dijelaskan mengenai agamanya tapi mengenaik persaksiannya
sesuai dengan syarat formil dan materil, didalamnya tanpa mencantumkan
dari segi Undang-undang Pengadilan Agama mengenai saksi, apabila kita
melihat didalam pengadilan agama ada asas personalitas keislaman
Dimana kasus sekarang ini sudah sangat melanggar karena pengadilan
agama mempunyai Lex spesialis yakni Undang-undang atau hukum yang
dikhususkan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Karena ada kekosongan hukum disini majelis hakim memakai
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 didalam pasal 54 yang
menentukan sebagai berikut: Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang
berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. maka
Kembali lagi ke hukum positif untuk mengambil putusan ini.

Selanjutnya dari pertimbangan hakim diatas juga disebutkan dalam
kitab Ahkam AlQur’an juz Ii Dan Kitab Al-Bajuri juz II bahwasannya
sebagai orang Islam wajib datang untuk menjadi saksi apabila ada sesuatu

yang diketahui sendiri, apalagi mengetahui permasalahan yang dihadapi
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sendiri, semantara ada seseorang yang lai membutuhkan kesaksian itu.
Dan didalam kitab tersebut tidak dijelaskan mengenai saksi harus beragam
Islam tetapi hakim menerima gugatnnya apabila mempunyai saksi/bukti.

Jadi dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum acara
perdata tidak ada persyaratan khusus untuk diterima sebagai seorang saksi
dalam hal yang mengenai jenis kelamin dan juga dari sifat seseorang,
perbedaan agama dan keyakinan tidak menjadi halangan untuk
diterimanya seseorang menjadi saksi, sebab pembuktian merupakan cara
untuk mengungkapkan suatu kasus yang mencari kebenaran antara para
pihak dimuka majelis hakim dengan hal ini keadilan dapat ditegakan.

Menurut pandangan Hukum Islam terhadap saksi non muslim
terdapat berapa pandangan dari para ulama ada yang menerima dan ada
yang menolak. Imam Nawawi dalam Syarh al-Muhazzab menolak
kesaksian non muslim.'” Wahbah Azzuhaili dalam kitab Figh Islam
Aladilatuhu,”'” dalam keterangannya bahwa Tidak diterima kesaksian
seorang kafir terhadap seorang muslim, begitu juga kesaksian orang kafir
atas orang kafir.

Berbeda dengan Abu Hanifah yang menerima kesaksian seorang
kafir atas orang kafir, dan Imam Ahmad pada kasus wasiat dalam keadaan
musafir saja, baik yang dipersaksiakan itu orang muslim atau orang kafir.
Hal ini berdasarkan firman Allah pada surah al Maidah : 106, Albaqoroh:

282.

1% An-Nawawi, AI-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab,.20-29.
19 Wahbah Azzuhaili, Figh Islam Wa Adilatuhu Jilid 8, Darul Fikr,198.
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Salah satu ulama yang pemikiranya tentang saksi non muslim yang
dipakai Negara negara Islam adalah ibnu gayyim. Ibnu gayyim
mengemukakan bahwa masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi
tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-
orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-
orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin
kepercayaannya.

Jadi didalam putusan ini mengenai saksi non muslm yang diajukan
oleh Tergugat Dimana dua orang saksi yang salah satunya beragama
Katolik yang disumpah dengan agama masing-masing dapat diterima
karena sudah memenuhi syarat formil maupun materil yang berlaku Oleh
itu hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama di berlakukan sama
dengan hukum acara Peradilan Umum Pasal 54 Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 jo. Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 54
ini yang mengandung arti bahwa hokum acara berlaku di Pengadilan
Agama yang berlaku pula didalam Peradilan umum ataupun juga berdasar
pada Pasal 171 dan 172 HIR.

4.Putusan Pengadilan Agama Samarinda No: 904/Pdt.G/2013.PA.Smd

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadilinya
Putusan pada Tingkat pertama ini telah menjatuhkan putusan dalam
Putusan cerai talak yang dijatuhkan oleh Penggugat Bapak xxxx umur 49
tahun beragama Islam, selanjutnya disebut Tergugat melawan Ibu xxxx

umur 44 tahun beragama Islam.
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Mengenai hukumnya, menimbang bahwa saksi-saksi Pertimbangan
hukum, menimbang, bahwa saksi-saksi dari orang dekat dari pemohon dan
termohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah
sumpahnya, keterangnnya disasarkan kepada penglihatan dan
pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah
seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat
diterima sebagai bukti menganut Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Dan Pasal 307, 308, 309 Rbg.'%

Majelis hakim menerima keterangan dari saksi non muslim karena
berkaitan dengan alat pembuktian yang bisa memperjelas suatu Putusan
dan mengungkap kebenaran Putusan. Dari penjelasan dan keterangan
seorang saksi tersebut, yang notabennya salah satu saksi adalah beragama
Kristen semua yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang
lain yakni untuk memberikan penjelasan dan keterangan yang memeliki
tujuan untuk memperjelas suatu Putusan yang terjadi antara Tergugat dan
Penggugat. Yang terpenting saksi memberikan penjelasan dengan jujur
benar yang dapat dipercaya jga disertainya dengan sumpah menurut agama
masing-masing.

Penjelasan seorang saksi ini sudah memenuhi syarat formil dan

materil yakni

1% pytusan Pengadilan Agama Tabanan, Putusan Nomor 904/Pdt.G/2013.PA.Smd, 5.
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. Berumur 15 tahun keatas

Anak-anak yang belum umur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 Jo. Ayat
4 HIR Pasal 172 ayat 1 sub 5 Rbg 1912 BW).

Sehat akalnya

Hal ini diatur dalam pasal 145 ayat 1sub 4 HIR, 172 ayat 1 sub 5 Rbg
1912 BW

Tidak ada hubungan keluarga sedarah dari salah satu pihak menurut
keturunan yang lurus

Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipn
bercerai ini diatur dalam Pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR, 172 AYAT 1
SUB 3 Rbg.

Menghadap persidangan

Mengangkat sumpah menurut agamanya. Sebelum memberikan
keterangan saksi disumpah dulu Pasal 147 HIR, pasal 175 Rbg dan
1911 KUHPer

Berjumlah sekurang-kuragnya 2 orang saksi atau dikuatkan dengan
bukti lain.

Dipanggil masuk ke ruangan sidang satu demi satu.

07

Memberikan keterangan secara lisan.'

Syarat materil

"7 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama , (Jogyakarta : Pustaka Pelajar),

1996, 160.
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a. Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan peristiwa yang
dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Yang sesuai dengan
Pasal 171 HIR/308 R.Bg ayat 2).

b. Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan yang
melihat sendiri fakta atau periwtiwa tersebut benar-benar relevan
kaitannyya dengan perkara yang di sengketakan

c. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu
dengan yang lain atau alat bukti yang sah. Pasal 170 HIR dan Pasal
307 R.Bg,

d. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Yang terpenting sudah memenuhi syarat formil untuk menjadi
saksi tanpa melihat sisi agama saksi karena tidak ditentukan didalam
persyaratan saksi tersebut. Syarat materil juga dijadikan tumpuan yakni
memberikan fakta peristiwa yang dilihatnya sendiri tanpa lewat orang lain
karena masih keterkaitannya dengan rekan baik yakni teman kerja dan
bertetangga dekat dengan pengugat. Yang dinilai pada dasarnya adalah
materi kesaksiannya bukannya keberagaman dari seorang saksi

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menerima saksi
yang diajukan oleh Pemohon yakni terdiri dari saksi dua orang sesuai
terdiri tetangga dekat dan rekan kerjanya yang beragama Islam ada juga
tetangganya beragama Kristen. Bahwa dalam kasus ini dilihat dari
kemajemukan bangsa Indonesia jelas adanya yakni perbedaan agama

terjadi dalam satu lingkungan. Karena dengan jelas yang mengetahui
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pertengkaran antara Pemohon dan termohon terhadap perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi rekan kerjanya dan tetangga dekatnya selain
mengetahui problem rumah tangga anaknya, juga memberikan keterangan
bahwa saksi keduanya jelas mengetahui anaknya telah berpisah rumah
sudah lama sehingga tidak terjadi lagi hubungan layaknya suami istri.

Kemudian yang menjadi masalah alasan perceraian, Menimbang,
bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya
adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi,
karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sulit didamaikan yang penyebabnya dipicu karena
Termohon yang semula muallaf, sekarang murtad kembali keagamanya
semula yaitu Kristen dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon
berpisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah berjalan
kurang lebih selama 3 bulan dan selama pisah sudah tidak ada hubungan
lagi.'*®

Menimbang, bahwa yang paling mendasar dalam rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sekarang ini adalah adanya perbedaan agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia atau keimanan anatara kedua belah
pihak, yakni Pemohon beragama Islam dan Termohon beragama Kristen
yang dalam hal ini telah nyata dilarang dalam Agama Islam maupun

Perundang-undangan;'"’

1% putusan Pengadilan Samarinda Nomor 904/Pdt.G/2013.Pa.Smd, 6.
1% Putusan Pengadilan Samarinda Nomor 904/Pdt.G/2013.Pa.Smd, 9.
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Jadi mengenai pertimbangan hukum mengani alasan perceraian
yang dilaukan oleh Penggugat dan Terguagt yakni yang paling dasar
adalah adanya perbedaan Agama Dimana sudah dijelaskan didalam Al-
Qur’an Surah Al-Mumtahanah: 10 dan didalam Al-Qur’an Surah Al-
Bagarah: 221). Dimana dilarang melangsungkan perkawinan antara
seorang pria dengan Wanita karena keadaan tertentu, yakni seorang
Wanita yang tidak beragama islam." "

Selain dasar hukum tersebut, pertimbangan hakim harus juga
memenuhi tiga unsur yakni; keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan
kepastian hukum. Hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya
berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga milai-nilai hukum yang
terkandung di masyarakat hal ini juga perintah Undang-undang Pasal 28
ayat (1) yang berbunyi; hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami
nilai-nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat.

Menurut teori Gustav Radbruch mengenai keadilan dalam putusan
ini sudah dikatakan adil disebabkan karena hakim sudah berlaku adil,
sudah diterimanya permohonan dari pihak penggugat apabila ini ditolak
oleh majelis hakim maka akan mengakibatkan tidak memihak yang benar.
Kedua mengenai kemanfaatan dalam putusan ini sudah memberikan
manfaatnya baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang
merasa tidak dirugikan. Ketiga mengenai kepastian hukumnya,; dalam

putusan ini majelis hakim hanya menjelaskan atau mencantumkan

"9 K ompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf C.
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penerimaan saksi non muslim ini dari segi hukum positifnya saja bahwa
saksi tidak dijelaskan mengenai agamanya tapi mengenaik persaksiannya
sesuai dengan syarat formil dan materil, didalamnya tanpa mencantumkan
dari segi Undang-undang Pengadilan Agama mengenai saksi, apabila kita
melihat didalam pengadilan agama ada asas personalitas keislaman
Dimana kasus sekarang ini sudah sangat melanggar karena pengadilan
agama mempunyai Lex spesialis yakni Undang-undang atau hukum yang
dikhususkan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Karena ada kekosongan hukum disini majelis hakim memakai
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 didalam pasal 54 yang
menentukan sebagai berikut: Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang
berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. maka
Kembali lagi ke hukum positif untuk mengambil putusan ini.

Pandangan Hukum Islam terhadap saksi non muslim terdapat
berapa pandangan dari para ulama ada yang menerima dan ada yang
menolak. Imam Nawawi dalam Syarh al-Muhazzab menolak kesaksian
non muslim, sebagaimana pernyataannya berikut ini :''' Wahbah
Azzuhaili dalam kitab Figh Islam Aladilatuhu,:'"? dalam keterangannya
bahwa Tidak diterima kesaksian seorang kafir terhadap seorang muslim,

begitu juga kesaksian orang kafir atas orang kafir.

" An-Nawawi, AI-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab,.20-29.
"2 Wahbah Azzuhaili, Figh Islam Wa Adilatuhu Jilid 8, Darul Fikr,198.
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Berbeda dengan Abu Hanifah yang menerima kesaksian seorang
kafir atas orang kafir, dan Imam Ahmad pada kasus wasiat dalam keadaan
musafir saja, baik yang dipersaksiakan itu orang muslim atau orang kafir.
Hal ini berdasarkan firman Allah pada surah al Maidah : 106, Albaqoroh:
282

Salah satu ulama yang pemikiranya tentang saksi non muslim yang
dipakai Negara negara Islam adalah ibnu qayyim. Ibnu qayyim
mengemukakan bahwa masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi
tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-
orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-
orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin
kepercayaannya.

5. Putusan Pengadilan Agama Denpasar 261/Pdt.G/2019/PA.Dps

Pengadilan Agama Denpasar yang memriksa dan mengadilinya
Putusan pada Tingkat pertama ini telah menjatuhkan putusan dalam
Putusan cerai talak yang dijatuhkan oleh penggugat Pemohon xxxx ,umur
35 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SMA,
tempat tinggal perumahan griya abasan 25, Br. Padang sambian,
kecamatan Denpasar barat, kota Denpasar Selanjutnya, termohon xxxx
umur 32 tahun, agama Islam.

Pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa berdasarkan
keterangan dua orang saksi keterangan dua orang saksi tersebut

menjelaskan mengenai. bahwa saksi 1, dan saksi 2 sudah dewasa, berakal
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sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Menimbang, bahwa
keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu
dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut
memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.; '
Dari penjelasan dan keterangan seorang saksi tersebut, yang
notabennya salah satu saksi adalah beragama Katolik semua yang saling
memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain yakni untuk
memberikan penjelasan dan keterangan yang memeliki tujuan untuk
memperjelas suatu Putusan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat.
Yang terpenting saksi memberikan penjelasan dengan jujur benar yang
dapat dipercaya jga disertainya dengan sumpah menurut agama masing-
masing.
Penjelasan seorang saksi ini sudah memenuhi syarat formil dan
materil yakni
a. Berumur 15 tahun keatas
Anak-anak yang belum umur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 Jo. Ayat
4 HIR Pasal 172 ayat 1 sub 5 Rbg 1912 BW).

b. Sehat akalnya
Hal ini diatur dalam pasal 145 ayat Isub 4 HIR, 172 ayat 1 sub 5 Rbg

1912 BW

' Pengadilan Agama Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2019.PA.Dps, 7.
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Tidak ada hubungan keluarga sedarah dari salah satu pihak menurut
keturunan yang lurus

Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipn
bercerai ini diatur dalam Pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR, 172 AYAT 1
SUB 3 Rbg.

Menghadap persidangan

Mengangkat sumpah menurut agamanya. Sebelum memberikan
keterangan saksi disumpah dulu Pasal 147 HIR, pasal 175 Rbg dan
1911 KUHPer

Berjumlah sekurang-kuragnya. 2 orang saksi atau dikuatkan dengan
bukti lain.

Dipanggil masuk ke ruangan sidang satu demi satu.

Memberikan keterangan secara lisan.'"

Syarat materil

Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan peristiwa yang
dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Yang sesuai dengan
Pasal 171 HIR/308 R.Bg ayat 2).

Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan yang

melihat sendiri fakta atau periwtiwa tersebut benar-benar relevan

kaitannyya dengan perkara yang di sengketakan

""* Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama , (Jogyakarta : Pustaka Pelajar),

1996, 160.
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c. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu
dengan yang lain atau alat bukti yang sah. Pasal 170 HIR dan Pasal
307 R.Bg,

d. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Yang terpenting sudah memenuhi syarat formil untuk menjadi
saksi tanpa melihat sisi agama saksi karena tidak ditentukan didalam
persyaratan saksi tersebut. Syarat materil juga dijadikan tumpuan yakni
memberikan fakta peristiwa yang dilihatnya sendiri tanpa lewat orang lain
karena masih keterkaitannya dengan rekan baik yakni semua sebagai
teman kerja . Yang dinilai pada dasarnya adalah materi kesaksiannya
bukannya keberagaman dari seorang saksi

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menerima saksi
yang diajukan oleh Pemohon yakni terdiri dari dua orang saksi yang
sebagai rekan kerjanya yang beragama Islam ada juga beragama Katolik.
Bahwa dalam kasus ini dilihat dari kemajemukan bangsa Indonesia jelas
adanya yakni perbedaan agama terjadi dalam satu lingkungan . Karena
dengan jelas yang mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan
termohon terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi . rekan
kerjanya dekatnya selain mengetahui problem rumah tangga temannya,
juga memberikan keterangan bahwa saksi keduanya jelas mengetahui
anaknya telah berpisah rumah sudah lama sehingga tidak terjadi lagi

hubungan layaknya suami istri.
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Kemudian yang menjadi masalah alasan perceraian, bahwa kedua
belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis
menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling
mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang
demikian (broken marriage) akan menimbulkan kemadaratan/
kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri
dan bagi meraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Pemohon, lebih
jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan
dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari
mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fighiyah dalam Kitab Asybah
wa al-Nadhaair, hal. 62, artinya : menolak kemafsadatan itu adalah lebih
utama dari pada menarik kemaslahatan.""

Selain dasar hukum tersebut, pertimbangan hakim harus juga
memenuhi tiga unsur yakni; keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan
kepastian hukum. Hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya
berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang
terkandung di masyarakat hal ini juga perintah Undang-undang Pasal 28
ayat (1) yang berbunyi; hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami
nilai-nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat.

Menurut teori Gustav Radbruch mengenai keadilan dalam putusan

ini sudah dikatakan adil disebabkan karena hakim sudah berlaku adil,

"% Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Dps, 8.
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sudah diterimanya permohonan dari pihak penggugat apabila ini ditolak
oleh majelis hakim maka akan mengakibatkan tidak memihak yang benar.
Kedua mengenai kemanfaatan dalam putusan ini sudah memberikan
manfaatnya baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang
merasa tidak dirugikan. Ketiga mengenai kepastian hukumnya,; dalam
putusan ini majelis hakim hanya menjelaskan atau mencantumkan
penerimaan saksi non muslim ini dari segi hukum positifnya saja bahwa
saksi tidak dijelaskan mengenai agamanya tapi mengenaik persaksiannya
sesuai dengan syarat formil dan materil, didalamnya tanpa mencantumkan
dari segi Undang-undang Pengadilan Agama mengenai saksi, apabila kita
melihat didalam pengadilan agama ada asas personalitas  keislaman
Dimana kasus sekarang ini sudah sangat melanggar karena pengadilan
agama mempunyai Lex spesialis yakni Undang-undang atau hukum yang
dikhususkan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Karena ada kekosongan hukum disini majelis hakim memakai
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 didalam pasal 54 yang
menentukan sebagai berikut: Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang
berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. maka
Kembali lagi ke hukum positif untuk mengambil putusan ini.

Padahal berdasarkan hasil dan pembahasan maka ditemukan
pandangan Islam terhadap saksi non muslim terdapat berapa pandangan

dari para ulama ada yang menerima dan ada yang menolak. Imam Nawawi
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dalam Syarh al-Muhazzab menolak kesaksian non muslim, sebagaimana
pernyataannya berikut ini :''® sedangkah Wahbah Azzuhaili dalam kitab
Figh Islam Aladilatuhu,:""” dalam keterangannya bahwa Tidak diterima
kesaksian seorang kafir terhadap seorang muslim, begitu juga kesaksian
orang kafir atas orang kafir.

Berbeda dengan Abu Hanifah yang menerima kesaksian seorang
kafir atas orang kafir, dan Imam Ahmad pada kasus wasiat dalam keadaan
musafir saja, baik yang dipersaksiakan itu orang muslim atau orang kafir.
Hal ini berdasarkan firman Allah pada surah al Maidah : 106, Albaqoroh:
282

Salah satu ulama yang pemikiranya tentang saksi non muslim yang
dipakai Negara negara Islam adalah ibnu qayyim. Ibnu gayyim
mengemukakan bahwa masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi
tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-
orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-
orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin
kepercayaannya.

Sedangkan mengenai para Ulama yang masih khilafah mengenai
Saksi non muslim ada yang menerima dan menolak kesaksiannya, apabila
penolakan ini ditetapkan di zaman sekarang mungkin semua putusan yang
Majelis Hakim buat maka tidak sah. Para Majelis Hakim dan para penegak

hukum di semua juru dunia mengikuti Ibnu Qayyim mengemukakan

"1 An-Nawawi, AI-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab,.20-29.
"7 Wahbah Azzuhaili, Figh Islam Wa Adilatuhu Jilid 8, Darul Fikr,198.
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bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian non-muslim kepada
orang muslim sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para ahli hukum
Islam sebenarnya perlu ditinjau Kembali.

Demikain juga dalam hal pembuktian yang harus diberikan dokter
yang kebetulan dokter tersebut bukan Islam, menurut Ibnu Qayyim tidak
ada salahnya untuk diterima asalkan keterangan dokter tersebut dapat
dipertanggung jawabkan kebenarannya. Pendapat Ibnu Qayyim tesebut
sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, di mana pengaruh
globalisasi dunia mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi berbaur
satu sama lain yang tidak. terikat dengan satu agama saja. Apabila
permasalahan di antara mereka bukanlah suatu hal yang mustahil peristiwa
dan kejadian yang terjadi itu justru disaksikan oleh orang-orang yang
beragama selain Islam. Para praktisi hukum di beberapa negara Islam.''®

Pendapat Ibnu Qayyim ini banyak dipergunakan dalan
menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, para praktisi hukum harus dapat membedakan saksi
sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian, kalau syarat hukum
berkenaan dengan syarat materil dan berhubungan dengan diyanatun,
sedangkan saksi sebagai alat pembuktian berhubungan dengan syarat
formal yang berkaitan dengan qadhaan.

Jadi yang menjadi permasalahan terhadap persoalan saksi non

muslim dalam beracara di Peradilan Agama adalah menyangkut kejelasan

"8 Anto Mutriady, Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam Dan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara Di Pengadilan Agama, Jurnal Of
Law, Universitas Amir Hamzah, Tahun 2021, 147.
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kedudukannya sebagai alat bukti yang sesuai dengan hukum acara perdata.

Namun karena di dalam hukum perdata tentang saksi tidak ada aturan latar

belakang agama maka jika mengikuti asa legalitas yakni Nulla Poena Sine

Lege yakni tidak ada hukuman atau tidak ada larangan, tidak ada aturan

yang mengaturnya, maka dengan asas ini saksi non muslim kedudukannya

sah dan tidak melanggar aturan hukum positif yang berlaku.

Tabel 5
Putusan Tentang Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama
Putusan Saksi Pertimbangan hukum Diterima/ditolak
1)Nomor : Saksi 1, umur 64 | -menimbang bahwa bukti Diterima
12/Pdt.G/2013/P tahun, agama | dua orang saksi yang
A.Tbnan Hindu, ‘pekerjaan | diajukan ~ oleh - pihak
Pensiunan . PNS, | pemohon, ternyata
tempat tinggal di | keduanya adalah orang-
Kabupaten orang  dekat  dengan
Tabanan saksi | pemohon dan: termohon
adalah ayah | kedua saksi tersebut telah
kandung memberikan keterangan di
termohon bawah  sumpahnya di
persidangan  berdasarkan
Bahwa saksi I, | pengetahuan yang
umur 49 tahun, | berseumber dari
Agama Hindu, | penglihatan dan  atau
pekerjaan buruh, | pendengaran sendiri, dan
tinggal di | keterangan satu dengan
Kabupaten lainnya telah telah saling
Tabanan Bahwa | mendukung serta telah
saksi ini adalah | sesuai dengan dalil-dalil
ibu kandung | dan alasan pokok
Termohon permohonan pemohon,

- dengan demikian saksi-
saksi tersebut dipandang
telah memenuhi syarat
formil dan materil bukti
saksi,

- Dimana kedua orang
saksi menyampaikan
keterangan bahwa
pemohon dan termohon
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sudah tidak harmonis lagi
dalam rumah tangganya
dan termohon pun telah
Kembali ke ajaran agama

hindu yang telah
diupacarai pada tahun
2011.

- Keterangan saksi-saksi a
quo telah dapat diterima
sebagai bukti yang cukup
mendukung kebenaran
dalil-dalil ~ dan  alasan
pemohonan pemohon
dalam perkara ini.

2)

Nomor

1190/Pdt.G/2015/

PA.JS.

Saksi 1 umur 44 tahun
Agama Kristen
pekerjaan  karyawan
swasta, dihadapan
siding saksi tersebut
memberikan
keterangan  dibawah
sumpah secara agama
Kristen Protestan
saksi adalah adik
kandung Penggugat.

Saksi II umur 43
tahun agama Islam
pekerjaan  karyawan
swasta, dihadapan
sidang saksi tersebut
memberikan

keterangan  dibawah
sumpah secara agama
Islam saksi adalah
adik kandung
Penggugat

-Pertimbangan hukumnya,
menimbang, bahwa,
kesaksian yang diberikan
oleh kedua orang saksi
Penggugat didasarkan
pengetahuan, penglihatan
dan pendengaran langsung
saksi ' dan keterangannya
saling terkait satu dengan
yang

- saksi adalah keluarga
dekat  Penggugat dan
Tergugat, maka
berdasarkan Pasal 171 dan
172 jo Pasal 76 Undang-
undang Nomor 7 Tahun
1989 dengan demikian
kedua orang saksi
pemohon dipandang telah
memenuhi syarat formal
dan materil kesaksian,
maka keterangan kedua
saksi tersebut merupakan
alat bukti yang
mempunyai nilai
pembuktian.

Diterima

3)

Nomor

137/Pdt.G/2019.P
A.Dps

Saksi I, umur 54
tahun, Agama Islam,
Pendidikan SMP,
pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal
di Kecamatan

Menimbang bahwa
majelis  hakim  telah
mendengarkan keterangan
dua orang saksi sesuai
dengan ketentuan pasal 76
ayat (1) undag-undang

Diterima
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Denpasar Barat, Kota
Denpasar Bali saksi
adalah ibu kandung
penggugat.
-Saksi I,
agama

umur 45

katolik,
penddikan SMA,
pekerjaan  karyawan
swasta, tempat tinggal
di Denpasar barat
kota Denpasar
provinsi  bali saksi
adalah karena
tentangga dekat
tergugat

Nomor 50 Tahun 2009
tentang perubahan keduua
atas undang-undang
nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama

4)Nomor :
904/Pdt.G/2013.P
A.Smd

Saksi I, Umur 32
tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta,
tinggal di. Kelurahan
Handil Bakti
Kecamatan Palaran
Samarinda saksi yakni
sebagai rekan kerja.

-Saksi ke II, umur 39
tahun, agama Kristen,
pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat di
jalam kamboja RT 35
No. 04 kelurahan
rawa Makmur
kecamatan  palaran
samarinda, saksi
sebagai tetangga sejak
beberapa tahun lalu

-menimbang, bahwa saksi-
saksi dari orang dekat dari
pemohon dan termohon
tersebut telah memberikan
keterangan didepan siding
dibawah sumpahnya,
keterangnnya disasarkan
kepada penglihatan dan
pengetahuannya  sendiri
dan isi  keterangannya
pada pokoknya adalah
seperti  tersebut diatas
maka  saksi-saksi  dan
keterangannya  tersebut
dapat diterima sebagai
bukti menginat pasal 76
ayat (1) undang-undang
nomor 7 tahun 1989, pasal
22 ayat (2) peraturan
pemerintah nomor 9 tahun
1975 dan pasal 307, 308,
309 Rbg

Diterima

5)  Nomor
261/Pdt.G/2019/P
A.Dps

- Saksi I, lahir 6 mei
1982, umur 41 tahun,
Agama Islam,
Pendidikan SMA,
pekerjaan swasta,
tempat tinggal di JL.
Mertasari Gg. Nangka
No.05 banjar
pengubengan  kauh

Sehingga  bukti  saksi
tersebut telah memenuhi
syarat formal (pasal 172
ayat 1) dan syarat materil,
serta mempunyai kekuatan
pembuktian ayang
sempurna , sesuai pasal
308 Rbg

Diterima
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badung provinsi bali
saksi sebagai rekan
kerja

-Saksi II, umur 48
tahun, Agama
Katolik, pekerjaan
wiraswasta (pelukis),
tempat tinggal JL.
Gunung patas [ griya
abasan no.25 padang
sambian kelod, kota
Denpasar saksi
sebagai rekan kerja




BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Tentang Saksi Non muslim dalam Hukum Islam yakni Saksi non muslim
untuk orang muslim dalam perkara perceraian pada khususnya menjadi
ikhtilaf para ulama’, yakni ada yang memperbolehkannya dan ada yang
tegas melarang, Imam Syafi’i mensyaratkan saksi harus beragama Islam.
Bahwa Imam Syafi’i dalam kitab 4/ Umm menjelaskan apabila ada
seorang saksi yang memberikan kesaksian sebelum Baligh, Budak
sebelum dimerdekakan, dan orang kafir sebelum masuk Islam, maka
hakim tidak diperkenankan untuk memperbolehkannya. Dan Imam Syafii
selanjutnya menjelaskan karena orang-orang tersebut masuk kategori saksi
yang dipermasalahkan, baik mereka adil ataupun tidak tidak pada
pembahasan itu, namun jelas dalam diri mereka terdapat alasan, yaitu tidak
memenuhi syarat untuk menjadi saksi di dalam persidangan.

Bahwa yang perlu dikritisi adalah Pertimbangan hakim tidak
menampilkan dasar hukum Islam atas penerimaan saksi non muslim,
padahal dari 5 Putusan Pengadilan Agama diatas, dikaji secara detail,
dalam penerimaan gugatan atas masalah perceraian, hakim mendalilkan
secara hukum Islam dan hukum positif, Jadi yang menjadi permasalahan
terhadap persoalan saksi non muslim dalam beracara di Peradilan Agama
adalah menyangkut kejelasan kedudukannya sebagai alat bukti yang sesuai
dengan hukum acara perdata. Namun karena di dalam hukum perdata

tentang saksi tidak ada aturan latar belakang agama maka jika mengikuti

129
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asa legalitas yakni Nulla Poena Sine Lege yakni tidak ada hukuman atau
tidak ada larangan, tidak ada aturan yang mengaturnya, maka dengan asas
ini saksi non muslim kedudukannya sah dan tidak melanggar aturan
hukum positif yang berlaku.

. Bahwa tentang Kedudukan Saksi non muslim dalam Hukum acara perdata
yakni Pada ketentuan aturan tentang pengaturan pembuktian maupun saksi
di dalamnya diatur dalam Pasal 1886 KUH Perdata, 164 HIR, 284 Rgb.
Aturan ini dalam tata hukum negara dilakukan pada peradilan umum
seluruh Indonesia.

Selanjutnya pada peradilan Agama diatur mengikuti aturan sendiri Lex
Spesialis pada Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 Jo. Undang-undag
Nomor 03 tahun 2006 Jo. Undang-undang No 50 tahun 2008 tentang
Peradilan Agama yang di dalamnya mengatur hukum acara di Peradilan
Agama. Namun yang menarik dalam Peradilan Agama masih belum
Komperhensif sehingga perlu menggungakan Hukum Acara Peradilan
Umum dalam pelaksanaannya. Hal ini tercantum dasar hukum nya
dibolehkannya Peradilan Agama menggunakan Hukum Acara yang
berlaku pada peradilan Umum.

. Bahwa tentang kedudukan Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama
penulis mengangkat 5 (lima) putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia
sebagai kajian Anilisi Yuridis, yakni pertama. Putusan Pengadilan Agama
Tabanan No: 12/Pdt.G/2013.PA.Tbnan, kedua, Putusan Pengadilan Agama

Jakarta selatan nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.JS, ketiga, Pengadilan
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Agama Denpasar No: 137/Pdt.G/2019.PA.Dps, ke empat, Putusan
Pengadilan Agama Samarinda No: 904/Pdt.G/2013.PA.Smd, kelima,
Putusan Pengadilan Agama Denpasar 261/Pdt.G/2019/PA.Dps

Sedangkan yang memperbolehkannya adalah Ibnu Qayyim
mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian non-
muslim kepada orang muslim sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh
para ahli hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau kembali. Lebih lanjut
Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang
penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang
menutup kebenaran, orang- orang yang dapat mengungkapkan kebenaran
itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang- orang itu
dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian dapatlah
diterima. Pendapat Ibnu Qayyim ini banyak dipergunakan dalan

menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

1.

Tentang Pembahasan Saksi Non muslim dalam kasus hukum perceraian
para Ulama’ ada ikhtilaf, mesikpun mayoritas lebih banyak yang tidak
memperbolehkan, namun Ketika melihat dari sudut pandang yang lain
yakni melihat Indonesia merupakan negara majemuk, yang terdiri dari
beberapa agama sehingga tidak bisa dipungkiri mereka hidup
berdampingan dengan perbedaan agama, baik dalam satu saudara ataupun
teman dan tetangga, sehingga seyogyanya tentang saksi non muslim ini

dalam pandangan hukum islam harus menjadi pembahasan hukum dalam
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progresifitas hukum acara perdata Islam di Indonesia, Saksi non muslim
bisa diterima dengan persyaratan-persyaratann tertentu, yang artinya saksi
muslim atas orang muslim lah yang harus diutamakan.

. Dalam Hukum Acara Perdata Tentang saksi tidak mengatur tentang Latar
belakang agama para saksi, yang diatur hanyalah secara formil dan materil
saksi harus memenuhi persyaratan tersebut termask mengetahui, melihat,
ataupun mendengarkan dari kejadian dalam sebuh kasus di Pengadilan,
karena hukum yang dipakai di Pengadilan Agama secara materil adalah
hukum Islam, dan secara formil yakni dalam hukum acara yang berlaku
dan “dipakai adalah hukum. acara peradilan umum, maka seharusnya
kedepan karena di Pengadilan Agama adalah Lembaga Spesialis, yakni
yang berlaku adalah hukum Islam untuk umat Islam di Indonesia (asas
personalitas keislaman) maka Hukum Acara Peradilan Umum harus
dipisah dengan Hukum acara peradilan Islam. Karena jika dicampur yang
akibatnya menimbulkan problem beda pendangan hukum antara hukum
acara peradilan umum, dan hukum Islam ini sulit diungkiri melihat dari
sumber hukumnya yang pasti berbeda sehingga hasil produk hukumnya
berbeda juga.

. Ius Costituendum merupakan Ilmu yang menerapkan Progresivitas
keilmuan hukum, bahwa karena hukum merupakan ilmu yang dinamis,
maka hukum kedepan harus lebih baik yakni khususnya pada peradilan
khusus yakni Pengadilan Agama yang secara Historis sudah berlaku lama

dan diterima di Indonesia dari hukum Islam menjadi hukum positif, maka
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hal-hal yang perlu dibenahi, dan tidak komprenhensifnya dalam hukum
acara yang berlaku di Pengadilan Agama harus dibenahi dan dilengkapi
agar hukum Islam yang ada di Peradilan Agama benar-benar menjadi
hukum yang terlaksana dengan baik, khususnya tentang Saksi non muslim
yang terjadi di Pengadilan Agama, maka dengan ini Hukum Islam mampu
menjawab problematika umat Islam, dan menjadi terwujudnya keadilan

bagi umat Islam pencari keadilan di Pengadilan Agama.
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